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ABSTRAK 

 

  

 

Nama/NIM : Fawwaz Bin Adenan/140101103 

Fakultas/Prodi : Syari‘ah Dan Hukum/Hukum Keluarga 

Judul Skripsi : Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī 

Tanggal Munaqasyah : 2 Agustus 2021 

Tebal Skripsi : 57 Halaman 

Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI 

Pembimbing II : Amrullah, S.Hi., LLM 

Kata Kunci : Fasakh Nikah, Teori Maṣlaḥah. 

 

Perspektif Islam tentang pemutusan hubungan akad pernikahan biasa dilakukan dengan 

berbagai cara, termasuk bisa dilakukan melalui konsep fasakh nikah atau membatalkan 

akad nikah. Para ulama dalam hal ini sepakat bahwa fasakh nikah boleh dilakukan oleh 

suami atau isteri. Keduanya sama-sama memiliki hak yang seimbang untuk 

memutuskan pernikahan melalui jalan fasakh nikah setelah ada sebab-sebab atau faktor 

yang mendahuluinya. Pendapat Imām al-Ghazālī terkait fasakh nikah cenderung lebih 

khas dibandingkan dengan ulama lain. Ia mencoba menghubungkan teori maṣlaḥah 

dengan kebolehan fasakh. Untuk itu, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana 

pendapat Imām al-Ghazālī tentang faktor pembolehan fasakh nikah, bagaimana teori 

maṣlaḥah Imām al-Ghazālī tentang hukum fasakh nikah. Untuk menjawab persoalan 

tersebut, maka data-data yang dikumpulkan secara keseluruhan mengacu pada 

kepustakaan (library research). Metode yang digunakan ialan metode kualitatif, di 

mana data-data yang dapat dikumpulkan dari berbagai rujukan pokok akan dianalisis 

dengan cara deskriptif analisis. Setelah melakukan analisa mendalam terhadap fokus 

penelitian penulis dapat menyimpulkan dalam dua poin. (1) Menurut Imām al-Ghazālī, 

faktor yang dapat dijadikan sebab fasakh nikah enam sebab, yaitu aib atau cacat, 

penipuan, wanita sudah terbebas dari status budak, impotensi baik pada suami atau 

isteri, suami yang miskin dan tidak mampu memberikan nafkah, dan faktor pasangan 

yang hilang. Menurut Imām al-Ghazālī apabila faktor tersebut ada maka pihak suami 

atau isteri dapat memnfasakh pernikahannya. (2) Imām al-Ghazālī tampak memahami 

fasakh nikah sebagai peristiwa hukum yang dibolehkan sebab ada sisi maṣlaḥah. Teori 

maṣlaḥah pada fasakh nikah masuk ke dalam maṣlaḥah yang bersifat partikular atau 

tertentu, atau disebut juga maṣāliḥ al-juz‟iyyah. Fasakh nikah dibolehkan dalam Islam 

sebab mengandung sisi kemaslahatan, mengangkat mudarat dan kerusakan yang dapat 

timbul dari hubungan suami-isteri. 

 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 
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Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak 
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sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam 

menempuh pendidikan Strata Satu di Aceh, Indonesia. 

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga 

penulis sampaikan kepada ayah dan mama yang telah memberikan bantuan dan 

dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis 

dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. 

Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  Nomor: 158 Tahun 1987 – 

Nomor: 0543 b/u/1987.  Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk 

penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:
 
 

1. Konsonan  

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 
 ṭ ط 61

t dengan titik 

di bawahnya 

 B ب 2
 

 ẓ ظ 61
z dengan titik 

di bawahnya 

  ‗ ع T  61 ت 3

 Ś ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
 gh غ 61

 

  f ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 q ق 06

 

  k ك kh  00 خ 7

  l ل D  02 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 m م 02

 

  n ن R  02 ر 10

  w و Z  01 ز 11

  h ه S  01 س 12

  ‘ ء sy  01 ش 13

 Ş ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 y ي 01
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 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Konsonan 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin 

 ََ  Fatḥah a 

 َِ  Kasrah i 

 َُ  Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 

dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

٘  ََ  Fatḥah dan ya Ai 

ٔ   ََ    Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =  كٛف

 haula =      ْٕل

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

ََ  ا/٘  Fatḥah dan alif atau ya Ā 

٘  َِ  Kasrah dan ya Ī 
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ٔ  َُ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla = لَبلَ     

 ramā =   عَيَٙ

ْٛمَ      qīla = لِ

لُ    ْٕ  yaqūlu = َٚم

 

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ح) hidup 

Ta marbutah ( ح) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ح) mati 

Ta marbutah ( ح) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ح) diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah ( ح) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

طَافاَلاْ  ضَة ْ الْا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوا

رَةاْ   نوََّ   /al-Madīnah al-Munawwarah :  الامَدِيانَة ْ الام 

 al-Madīnatul Munawwarah   

 Ṭalḥah :  طلَاحَةاْ  

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah 

penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : SK Pembimbing 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Balakang Masalah 

Pernikahan dalam hukum Islam dipandang sebagai ikatan suci, kuat dan kokoh 

atau dalam istilah Alquran disebut mīṡāqan ghalīẓan.
1
 Sebagai ikatan suci dan 

kokoh, pernikahan tentunya tidak dilaksanakan kecuali dengan niat untuk 

selamanya. Kedua pasangan suami isteri diharapkan tidak mudah memutuskan 

dan bercerai, namun berusaha untuk merajut ikatan tersebut apabila telah kusut, 

sehingga sifatnya yang suci tadi tetap terjaga dan tetap kokoh. Namun demikian, 

dalam kondisi-kondisi tertentu, pernikahan justru dapat putus dan bercerai. Hal 

ini menimbang beberapa hal, misalnya dapat merugikan salah satu atau kedua 

belah pihak apabila hubungan nikah tetap dipertahankan.  

Pemutusan hubungan pernikahan tersebut bisa saja dilakukan dengan bentuk 

talak, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Pemutusan juga bisa 

dengan khulu‟, yaitu perceraian atas kehendak isteri dengan pembayaran 

kompensasi berupa sejumlah „iwad atau harta kepada pihak suaminya. 

Pemutusan pernikahan juga bisa dengan fasakh nikah. Jenis terakhir ini menjadi 

fokus dalam penelitian ini. 

Fasakh nikah adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara 

suami isteri, atau perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang 

dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak 

                                                             
1
Istilah mīṡāqan ghalīẓan ditemukan dalam beberapa ayat Alquran, artinya yaitu ikatan atau 

perjanjian yang kokoh, kuat, dan teguh. Disebutkan dalam QS. Al-Nisā‘ (4): 21 dan154. QS. Al-

Aḥzāb (33): 7. 
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sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan 

rumah tangga.
2
  

Mencermati rumusan di atas, maka fasakh berarti membatalkan pernikahan baik 

pengajuannya dari pihak suami, atau pihak isteri atas sebab-sebab tertentu. Islam 

mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui fasakh. Hukum fasakh adalah 

boleh dan disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya 

fasakh. Misalnya fasakh karena cacat, karena suami tidak mampu memberi 

nafkah, karena hilang dalam waktu yang cukup lama dan karena melanggar 

perjanjian dalam pernikahan.
3
 Di antara dalil normatif dibolehkannya fasakh 

yaitu hadis riwayat Ahmad dari Qasim bin Malik: 

ْٛشًب يِ  ْٚضٍ لَبلَ طَذِجْذُ شَ ٍُ ػَ ٛمُ ثْ ًِ ُّٙ أثَُٕ جَؼْفغٍَ لَبلَ أسَْجغَََِٙ جَ ؼََِ ًُ ٍُ يَبنكٍِ انْ ثََُب انْمَبؿِىُ ثْ ٍْ دَضَّ

َْظَبعِ طَكَغَ  ثَُِٙ الَْْ ٍُ كَؼْتٍ فَذَضَّ ْٚضُ ثْ ْٔ ػَ ٍُ ػَٚضٍْ أَ ُ كَبََذْ نَُّ طُذْجَخٌ ٚمَُبلُ نَُّ كَؼْتُ ثْ ِ  أَََّّ ٌَّ عَؿُٕلَ اللََّّ أَ

لَؼَضَ ػَ  َٔ ثَُّ  ْٕ ػَغَ ثَ َٔ َْٛٓب  ب صَسَمَ ػَهَ ًَّ ٍْ ثَُِٙ غِفَبعٍ فهََ جَ ايْغَأحًَ يِ َّٔ ؿَهَّىَ رؼََ َٔ  ِّْٛ ُ ػَهَ غَافِ هَٗ انْفِ طَهَّٗ اللََّّ

ب أرََبَْب ًَّ نىَْ َٚأسُْظْ يِ َٔ ْٛكِ ثَِٛبثكَِ  ٍْ انْفغَِافِ ثىَُّ لَبلَ سُظِ٘ ػَهَ ْٛئبً أثَْظَغَ ثِكَشْذَِٓب ثَٛبَػًب فَبَْذَبػَ ػَ شَ
4
. 

― Telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Malik Al Muzani, Abu 

Ja'far berkata; telah mengabarkan kepadaku Jamil bin Zaid berkata; saya 

menemani seorang guru dari Anshar, yang disebutkan bahwa dia adalah 

salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab, 

dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 

menikahi seorang perempuan Bani Ghiffar, ketika beliau menemuinya 

dan meletakkan bajunya serta duduk di atas tempat tidur, beliau melihat 

bagian badan perempuan tersebut di sekitar pinggul berwarna putih, 

maka beliau bangkit dari tempat tidur dan berkata; "Ambillah bajumu" 

dan beliau tidak mengambil apapun dari yang telah beliau berikan 

kepadanya‖. (HR. Ahmad). 

                                                             
2
Sudarto, Hukum Fikih: Refleksi tentang Ibadah, Mu‟amalah, Munakahat, dan Mawaris, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 210: Lihat juga, Muhammad Utsman al-Khasyt, Fikih 

Wanita: Empat Mazhab, (Terj: Abu Nafis), (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), hlm. 331. 
3
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawainan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011), hlm. 244. 
4
Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815. 
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Salah satu pertimbangan dibolehkannya fasakh nikah dalam hukum Islam adalah 

kemaslahatan (maṣlaḥah) salah satu atau kedua pihak suami isteri. Kajian 

tentang teori maṣlaḥah dalam fasakh nikah cukup sedikit. Para ulama terdahulu 

hanya menyebutkan dalil-dalil hukum, serta sebab-sebab fasakh. Hal menarik 

justru ditemukan dalam pendapat-pendapat Imām al-Ghazālī. 

Imām al-Ghazālī (w. 505) adalah salah satu ulama kalangan Syafi‘iyyah. Imām 

al-Ghazālī memandang adanya sisi maṣlaḥah dalam pensyariatan fasakh nikah. 

Menurutnya, dibenarkannya fasakh nikah karena dapat mengangkat 

kemudharatan (daf‟ul ḍarari) di antara keduanya (suami isteri).
5
 Menurut Imām 

al-Ghazālī, faktor-faktor terjadinya fasakh bisa saja karena „uyūb (aib) atau 

cacat, prosesnya biasa disebut dengan khiyār „aib.
6
 Di samping itu, bisa juga 

disebabkan karena hilang dalam waktu yang cukup lama. Kebolehan fasakh 

nikah tersebut didasari oleh kemaslahatan. Menghilangkan kemudharatan 

merupakan sesuatu yang diwajibkan.
7
 

Berdasarkan uraian masalah di atas, dapat diketahui bahwa Imām al-Ghazālī 

melihat adanya sisi maṣlaḥah dalam fasakh nikah. Kajian semacam ini jutsru 

jarang ditemukan dari pendapat ulama-ulama lainnya. Oleh sebab itu, masalah 

tersebut menarik untuk diteliti dengan judul: Fasakh Nikah dalam Teori 

Maṣlaḥah Imām al-Ghazālī”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat rumuskan 

beberapa pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                             
5
Imām al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, (Riyadh: Dar al-Mihan, tt), hlm. 336. 

6
Imām al-Ghazālī, al-Wasīṭ fī al-Mażhab, Juz V, (Masir: Dar al-Salam, 1997), hlm. 159: Imām 

al-Ghazālī, al-Wajīz fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi‟ī, (Bairut: Dar al-Kutb al-‗Ilmiyyah, 

2004), hlm. 289. 
7
Imām al-Ghazālī, al-Mustaṣfā..., hlm. 336. 
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1. Bagaimana pendapat Imām al-Ghazālī tentang faktor pembolehan fasakh 

nikah? 

2. Bagaimana teori maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī tentang hukum fasakh nikah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pendapat Imām al-Ghazālī tentang faktor pembolehan 

fasakh nikah? 

2. Untuk mengetahui teori Maṣlaḥah Imām al-Ghazālī tentang hukum fasakh 

nikah? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian tentang hukum fasakh nikah cukup banyak dijumpai dan telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu dan berbagai sudut pandang. Namun, khusus kajian 

―Fasakh Nikah dalam Tinjaun Teori Maṣlaḥah Imām al-Ghazālī‖, belum ada 

yang mengkaji. Kajian-kajjian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini di 

antaranya sebagai berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh Aqmal, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar, tahun 2012 dengan judul: ―Fasakh Nikah Menurut Imam al-

Syafi‘i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam‖.
8
 Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi‘i berpendapat, fasakh adalah batalnya 

suatu pernikahan yang muncul karena adanya aib. Di dalam KHI sebenarnya 

tidak disebutkan sama sekali tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan 

perkawinan. Dalam KHI ini juga tidak diberikan pengertian secara rinci 

mengenai definisi pembatalan perkawinan. Relevansi atau keterkaitan antara 

                                                             
8
Aqmal, “Fasakh Nikah Menurut Imam al-Syafi‟i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum 

Islam”, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (Skripsi), tahun 

2012. 
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fasakh menurut Imam asy-Syafi‘i tersebut dengan fasakh nikah dalam konsep 

KHI yaitu batal atau putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri 

dapat disebabkan oleh salah satu dari keduanya, dari suami maupun istri 

dikarenakan adanya aib, tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan 

yang dikhawatirkan menimbulkan mudharat dikemudian hari. 

Skripsi yang ditulis oleh Anita, mahasiswi Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, 

Fakultas Syari‘ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, 

tahun 2011 dengan judul: ―Hukum Memfasakh Nikah karena Cacat Menurut 

Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muhalla‖.
9
 Penelitian ini dilakukan dengan analisa 

data melalui metode deskriptif-analisis pendapat Ibnu Hazm, dengan jenis studi 

pustaka (library research). Peneliti mencoba untuk menjawab dua persoalan, 

yaitu tentang pendapat dan alasan Ibnu Hazm terkait hukum memfasakh nikah 

karena cacat, serta analisa hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm tersebut. 

Hasilnya, bahwa Ibnu Hazm berpendapat, perkawinan tidak dapat di-fasakh-kan 

karena adanya cacat atau „aib pada suami atau istri. Ibnu Hazm hanya mengakui 

delapan macam saja yang bisa menyebabkan fasakh nikah. Untuk itu 

perkawinan tetap berlangsung sampai ada penyebab lain sebagai jalan 

perpisahan. Dalam istinbāṭ hukumnya, Ibnu Hazm sangat selektif dalam 

menerima suatu hadis. Artinya beliau baru menerima fasakh apabila hadis-

hadisnya shahih. 

Skripsi yang ditulis oleh Salman, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2012, 

dengan judul: ―Fasakh Nikah karena Cacat Menurut Pendapat Ibnu Qayyim Al-

                                                             
9
Anita, ―Hukum Memfasakh Nikah karena Cacat Menurut Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muhalla‖, 

mahasiswi Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari‘ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan 

Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, (Skripsi), tahun 2011. 
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Jauziyah”.
10

 Menurut Ibnu Qayyim cacat dan penyakit merupakan alasan untuk 

mem-fasakh perkawinan dan tidak adanya hak khiyār. Cacat yang bisa 

memberikan adanya hak bagi pasangan untuk melakukan fasakh yaitu gila, 

kusta, baros (warna putih dikulit) dan qarn (sesuatu yang tumbuh pada farj 

wanita), dan penyakit-penyakit lainnya yang bersifat membahayakan. Ibnu 

Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa jumlah dan jenis penyakit tersebut 

dapat menjadikan fasakh perkawinan, karena penyakit-penyakit tersebut ada 

yang lebih bahaya, maka semua cacat yang menyebabkan suami isteri saling 

menjauh, tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai, maka dapat 

dijadikan alasan untuk mem-fasakh perkawinannya. 

Skripsi yang ditulis oleh Zulva Ulul Albab, mahasiswa jurusan Ahwal al-

Syakhsiyah, Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang tahun 

2015, dengan judul: ―Istinbāṭ Hukum Ibnu Qudamah tentang Pernikahan 

Gharār (Penipuan)‖.
11

 Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pernikahan gharār 

(penipuan) tetap tidak sah. Karena qabul berpindah kepada orang yang tidak 

mengucap ijab, seperti halnya ketika seseorang menawar pakaian kemudian 

penjual menjualnya kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pembeli pertama. 

Begitu juga dalam pernikahan, tidak boleh ada penipuan misalnya adanya cacat 

salah satu pasangan namun ditutupi dan tidak memberitahukan dari awal. 

Metode istinbāṭ dalam pendapat tersebut menggunakan dasar hukum dengan 

mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli. Berdasarkan kaidah fiqhiyah: 

―sesuatu yang telah menjadi „urf sama seperti syarat yang dipersyaratkan‖. 

                                                             
10

Salman, ―Fasakh Nikah karena Cacat Menurut Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”, 

mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah, (Skripsi), Jakarta tahun 2012. 
11

Zulva Ulul Albab, ―Istinbāṭ Hukum Ibnu Qudamah tentang Pernikahan Gharār (Penipuan)‖. 

mahasiswa jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo, 

(Skripsi), Semarang tahun 2015. 
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Skripsi yang ditulis oleh Iin Zefanya Lien Sebesty, mahasiswi jurusan Hukum 

Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013, 

dengan judul: ―Analisis Hukum Putusan Pem-batalan Perkawinan: Studi Kasus 

Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/Pa Mks‖.
12

 Penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan yuridis-normatif-sosiologis, dengan jenis studi pustaka (library 

research). Peneliti mencoba untuk menjawab dua persoalan hukum, yaitu 

tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, 

dan tentang akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan. 

Hasilnya, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor 

1098/Pdt.G/ 2011/PA.Mks telah sesuai, karena berdasar-kan penjabaran 

keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan 

yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu 

pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari 

Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-

syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang 

telitinya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

Tesis yang ditulis oleh Abdul Karim Hasbullah, mahasiswa pada Program Pasca 

Sarjana jurusan Hukum Islam, IAIN Sumatera Utara  Medan, tahun 2013 

dengan judul: ―Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam dan Akibat 

Hukumnya terhadap Penetapan Status Anak: Studi Kasus tentang Keputusan 

Pengadilan Agama  Medan Tahun 2009-2010.
13

 Penelitian ini dilakukan dengan 

                                                             
12

Iin Zefanya Lien Sebesty, ―Analisis Hukum Putusan Pem-batalan Perkawinan: Studi Kasus 

Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/Pa Mks‖, mahasiswi jurusan Hukum Acara Perdata, Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin, (Skripsi), Makassar tahun 2013. 
13

Abdul Karim Hasbullah, ―Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam dan Akibat 

Hukumnya terhadap Penetapan Status Anak: Studi Kasus tentang Keputusan Pengadilan Agama  
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analisa data melalui metode deskriptif, terhadap putusan Pengadilan Agama 

Medan, dengan jenis studi lapangan (field research). Peneliti mencoba untuk 

menjawab tiga persoalan hukum, yaitu proses perkawinan yang diajukan 

pembatalannya di Pengadilan Agama Medan pada lima keputusan Majelis 

Hakim. Kemudian tentang penyebab pembatalan nikah dalam perkara-perkara 

tersebut, serta akibat hukum terhadap penetapan status anak yang dilahirkan 

dengan adanya pembatalan nikah menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama 

Medan. Hasilnya, pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalannya di 

Pengadilan Agama Medan telah terjadi, alasan untuk diajukannya pembatalan 

perkawinan, karena terjadi penipuan yang dilakukan oleh tergugat kepada 

penggugat mengenai status dirinya yang bertentangan dengan syarat perkawinan 

yaitu adanya kesepakatan dan tidak ada paksaan. 

Skripsi Cahyuni Rokha, mahasiswi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, 

Fakultas Sya‘riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, tahun 2015 dengan judul: ―Pendapat Imam Malik Bin Anas tentang 

Hukum Menikah ketika Sakit Keras dan Akibat Hukumnya‖.
14

 Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi 

pustaka (library research). Data diambil dan dianalisis melalui metode analisis 

deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Imam Malik bin Anas 

berpendapat tidak boleh menikah dalam keadaan sakit keras dan akibat 

hukumnya apabila telah terjadi pernikahan tersebut maka mahar orang yang 

menikah ketika sakit keras adalah 1/3 harta jika bersetubuh, dan jika belum 

maka tidak ada mahar baginya, dan tidak ada saling mewarisi di antara 

keduanya. Metode istinbath hukum mengenai hukum menikah ketika sakit keras 

adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan kepada hadits Nabi Muhammad saw yang 

                                                                                                                                                                   
Medan Tahun 2009-2010, mahasiswa pada Program Pasca Sarjana jurusan Hukum Islam, 

(Skripsi),  IAIN Sumatera Utara  Medan, tahun 2013. 
14

Cahyuni Rokha, ―Pendapat Imam Malik Bin Anas tentang Hukum Menikah ketika Sakit Keras 

dan Akibat Hukumnya‖, mahasiswi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Sya‘riah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, (Skripsi),  Riau tahun 2015. 
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diriwayatkan oleh Aisyah, yang mana Imam Malik melihat adanya 

kemaslahatan apabila terjadi pernikahan ketika sakit keras, yaitu tidak 

terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam hal kebutuhan biologisnya.  

Skripsi yang ditulis oleh Niatun Soliah, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-

Syakhshiyyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari‘ah Fakultas Syari‘ah Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2016, dengan judul: ―Ejakulasi Dini 

Sebagai Alasan Perceraian  (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama 

Purwokerto  Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)‖.
15

 Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kepustakaan (library research) yang berifat penelitian kasus (case 

study), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini 

datanya adalah berupa teori-teori dan konsep-konsep tentang perceraian menurut 

hukum positif, fiqh dan tentang ejakulasi dini. Adapun untuk teknik analisa 

dalam penelitian ini adalah teknik analisa isi atau kajian isi (content analisis). 

Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan 

metode deskriptif, yaitu digunakaan untuk mendeskripsikan segala hal yang 

berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis.  

Artikel Sumayyah binti Mohamed Salleh, Mahasiswa Pascasarjana dalam Ilmu 

Fiqh Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, 

Malaysia, dengan judul: ―Penyakit AIDS Sebagai Alasan Perceraian  Melalui 

Fasakh Menurut Enakmen  Undang-Undang Keluarga Islam  Negeri Johor 

Malaysia”.
16

 Perceraian adalah jalan terakhir dari pernikahan yang tidak 

harmonis. Namun demikian, perceraian tidak bisa dilakukan tanpa sebab yang 

jelas. Islam membolehkan perceraian tetapi tidak disarankan bahkan dibenci 
                                                             
15

Niatun Soliah, ―Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian  (Studi Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Purwokerto  Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)‖, mahasiswa Program Studi 

Ahwal Al-Syakhshiyyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari‘ah Fakultas Syari‘ah Institut Agama Islam 

Negeri, (skripsi), Purwokerto tahun 2016. 
16

Sumayyah binti Mohamed Salleh, ―Penyakit AIDS Sebagai Alasan Perceraian  Melalui 

Fasakh Menurut Enakmen  Undang-Undang Keluarga Islam  Negeri Johor Malaysia”, 

Mahasiswa Pascasarjana dalam Ilmu Fiqh Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 

(Artikel), 50603 Kuala Lumpur Malaysia. 
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oleh Allah, terutama perceraian tanpa sebab yang jelas. Sehubungan dengan itu, 

tulisan ini mencoba untuk mengamati apakah HIV/AIDS dapat dijadikan 

sebagai alasan untuk fasakh atau talak, khususnya bila dikaitkan dengan 

enakmen undang-undang keluarga Islam di Negeri Johor. Melalui penelitian 

yang dilakukan maka ditemukan jawaban bahwa HIV dapat dijadikan sebagai 

alasan untuk fasakh atau talak, karena penyakit tersebut merupakan penyakit 

menular yang sangat berbahaya bagi pasangan dan keturunan mereka, seperti 

halnya kusta, vitiligo dan sebagainya. 

Jurnal yang ditulis oleh Efy Afifah, dengan judul: ―Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Perilaku Pencarian Pengobatan Pada Pria Dengan 

Penyakit Menular Seksual (PMS)-HIV/AIDS Di Jakarta, Su-rabaya Dan 

Menado Tahun 2000‖.
17

 Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa masalah Penyakit 

Menular Seksual (PMS)-HIV/AIDS di Indonesia saat ini merupakan hal yang 

patut diwaspadai dan diantisipasi lebih dini, mengingat prevalensinya yang 

meningkat. Salah satu faktor yang berperan dalam penanggulangan PMS-

HIV/AIDS adalah perilaku pencarian pengobatan yang masih rendah khususnya 

pada kelompok pria. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan pada pria 

dengan PMS-HIV/AIDS di Jakarta, Surabaya, dan Menado. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Istilah-istilah yang penting dikemukakan dalam sub bahasan ini yaitu istilah 

―fasakh nikah‖ dan istilah ―teori maṣlaḥah‖. 

 

 

                                                             
17

Efy Afifah, ―Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencarian Pengobatan Pada 

Pria Dengan Penyakit Menular Seksual (PMS)-HIV/AIDS Di Jakarta, Surabaya Dan Menado 

Tahun 2000‖. (Jurnal). 
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1. Fasakh nikah 

Istilah ―fasakh nikah‖ terdiri dari dua kata, yang kedua-duanya 

merupakan istilah serapan dari bahasa Arab. Kata fasakh berarti secara bahasa 

berarti bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, atau mencerai-

beraikan, mem-belah, mengalihkan, atau merusakkan.
18

 Adapun kata nikah 

secara bahasa berarti senggama atau akad. Lebih luas, nikah adalah akad 

perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.
19

 Sementara itu, istilah 

fasakh nikah berarti keputusan pengadilan dalam memutuskan pernikahan atas 

dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemudharatan yang 

diderita.
20

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fasakh nikah meru-

pakan pembatalan atau pemutusan pernikahan yang dilakukan oleh hakim 

pengadilan atas dasar adanya pengaduan dari pihak isteri atau boleh jadi dari 

pihak suami disebabkan karena beberapa faktor yang menimbulkan mudharat 

bagi salah satu atau keduanya. 

2. Teori maṣlaḥah 

Istilah ―teori maṣlaḥah‖ juga tersusun atas dua kata. Dalam Kamus 

Bahasa Indonesia, kata teori memiliki empat arti, yaitu; (1) pendapat yang 

didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, 

(2) penye-lidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan 

ilmu pasti, logika, metodologi, atau argumentasi, (3) asas dan hukum umum 

yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan (4) pendapat, 

cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.
21

 Jadi, dapat dimaknai bahwa teori 

                                                             
18

Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 

2007), hlm. 1054. 
19

Umar Sulaiman al-Asyqar, Pernikahan Syar‟i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia, (terj: 

Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 7. 
20

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2015), hlm. 246. 
21

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1501. 
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adalah satu pendapat yang mempunyai dasar atau dalil, yang dapat dijelaskan 

secara ilmiah tentang kebenarannya. 

Sementara itu, kata maṣlaḥah diambil dari kata ṣalaḥa, yang terdiri dari 

huruf ṣad ―ص‖, lam ―ل‖, dan ḥa‟ ―ح‖. Secara etimologi diartikan sebagai 

sesuatu yang baik, bermanfaat, atau berfaedah.
22

 Menurut istilah, maṣlaḥah 

adalah manfaat yang ditetapkan syari‟ untuk para hambanya yang meliputi 

pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka dengan urutan 

tertentu di antaranya. Dalam pengertian lain, maṣlaḥah adalah mengambil 

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara‟.
23

 

Berdasarkan dua makna kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

istilah teori maṣlaḥah merupakan pendapat hukum tentang suatu masalah yang 

mempunyai acuan yang kuat atas dasar pertimbangan kemaslahatan, kebaikan, 

dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, teori maṣlaḥah berkaitan langsung dengan 

metode penemuan hukum para ulama khususnya Imām al-Ghazālī. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya 

ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara 

terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah analisis 

normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan 

penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori 

                                                             
22

Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 

hlm. 148. 
23

Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Konprehensi, 

(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 81-82. Lihat juga dalam Abdul Manan, Refoemasi Hukum 

Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 260-265. 
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hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.
24

 Jadi, dalam penelitian ini 

akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam beberapa pendapat. 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap suatu gejala yang alami, 

khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk 

diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada 

kajian literature yang membicarakan Fasakh Nikah dalam Tinjaun Teori 

Maṣlaḥah Imām al-Ghazālī.  

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu 

dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti buku-

buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain yang relevan dengan 

pembahasan ini. Secara khusus, data utama/pokok penelitian ini yaitu kitab-

kitab Imām al-Ghazālī yang menjelaskan tentang hukum fasakh nikah dan teori 

maṣlaḥah. 

3. Sumber data 

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu: 

a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang 

dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data 

primer yaitu data pokok yang dikumpulkan dari literatur yang memuat 

pendapat Imām al-Ghazālī tentang hukum fasakh nikah.  

b. Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. 

Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya 

dengna objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data 

                                                             
24

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (cet. XV, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 21-22. 
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kepustkaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel 

hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan 

kajian penelitian ini. 

4. Teknik pengumpulan data 

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library 

research) yang mengambil rujukan dari sumber-sumber tertulis, maka data-data 

yang diperlukan adalah tulisan-tulisan terkait objek penelitian yang penulis kaji. 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif (otoritas). 

Dalam hal ini, bahan utama penelitian yaitu kitab-kitab Imām al-Ghazālī, 

seperti kitab: al-Mustaṣfā, kitab: al-Wasīṭ fī al-Mażhab, kitab: al-Wajīz fī 

Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi‟ī, dan kitab-kitab beliau yang relevan. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku Fiqh Islam 

Waadillatuhu, karangan Wabah Zuhaili, Fiqhus Sunnah karangan Sayyid 

Sabiq, dan buku atau dokumen lain yang berkaitan dengan objek 

penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang 

berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji. 

5. Analisa data 

Penulis mengkaji masalah dengan menggunakan metode analisis-deskriptif. 

Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah terkait norma hukum 

perbuatan homoseks, kemudian penulis berusaha menjelaskan serta 

menganalisis pendapat Imām al-Ghazālī, serta dianalisis menurut teori-teori 

hukum Islam. 
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6. Pedoman Penulisan 

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku 

pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas 

Syari‘ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi 

Revisi. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur‘an penulis kutip dari al-Qur‘an dan 

terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, 

dengan uraian sebagai berikut: 

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh)  sub-bab, 

yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian 

pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, 

jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

pedoman penulisan, dan subbab terakhir tentang sistematika pembahasan. 

Bab dua tinjauan umum tentang fasakh nikah dan teori maṣlaḥah. Bab ini berisi 

tentang terminologi fasakh nikah, dasar hukum fasakh nikah, sebab-sebab 

fasakh nikah, teori maṣlaḥah, terminologi maṣlaḥah, dan macam-macam 

maṣlaḥah. 

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya 

berisi penjelasan analisa fasakh nikah dalam teori maṣlaḥah imām al-ghazālī. 

Bab ini berisi tentang profil imām al-ghazālī, pendapat Imām al-Ghazālī tentang 

faktor pembolehan fasakh nikah, dan analisis atas teori maṣlaḥah Imām Al-

Ghazālī terhadap hukum fasakh nikah. 

Bab empat yaitu bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB DUA 

TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH  

NIKAH DAN TEORI MAṢLAḤAH 

 

A. Terminologi Fasakh Nikah 

Term ―fasakh nikah‖ tersusun dari dua kata, yaitu fasakh dan nikah. Untuk itu, 

di sini dikemukan kedua istilah tersebut dalam poin-poin berikut: 

1. Fasakh  

Kata fasakh berasal dari bahasa Arab, yaitu ―فـز‖ secara bahasa berarti bodoh, 

lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, mencerai-beraikan, 

membelah, rusak atau merusakkan.
25

 Syarifuddin menyatakan fasakh bermakna 

.artinya merusak dan membatalkan ,‖فـض ٔاَمغ―
26

 Ibn Manẓūr dalam kitabnya 

―Lisān al-„Arb‖, yaitu kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang 

kamus bahasa dinyatakan bahwa fasakh berarti ― ؼَّم ‖, artinya membatalkan.
27

 

Jadi, fasakh secara bahasa yaitu merusakkan atau membatalkan sesuatu. Kata 

 ,‖kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah ―fasakh ‖فـز―

artinya adalah perceraian antara suami istri oleh pengadilan agama berdasarkan 

tuntutan istri atau suami. Kemudian kata fasakh membentuk kata  memfasakh, 

berarti membatalkan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama.
28

 Jadi, makna 

ini cenderung sudah dikhususnya hanya untuk makna membatalkan akad 

pernikahan. 

                                                             
25AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 
hlm. 1054. 
26Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2014), hlm. 242. 
27Ibn Manzur, Lisan al-‘Arb, Juz’ 4, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 14. 
28Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 404. 
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Dilihat dari makna terminologis, kata fasakh dalam bahasa Arab dimaknai 

secara umum, yaitu berlaku untuk semua jenis dan kriteria membatalkan akad, 

termasuk di dalamnya adalah membatalkan akad-akad dalam muamalaah, 

termasuk pula perceraian. Terdapat banyak definisi fasakh yang dikemukakan 

ulama, di antaranya yaitu dinyatakan oleh al-Barkatī, bahwa fasakh adalah ― عفغ

.yaitu mencabut atau memutuskan akad ‖انؼمض
29

 Ibn al-Subkī seperti dikutip oleh 

al-Suyūṭī mendefinisikan fasakh sebagai: ― ُدَمٌّ اعِْرِجَبؽِ انْؼَمْض‖,
30

 artinya ―melepas 

ikatan akad‖. Menurut al-Qurāfī, salah seorang ulama mazhab Mālikī, seperti 

dikutip oleh Ahmad Sarwat menyatakan sebagai berikut:
31

 

. ٍْ ٌْ نىَْ َٚكُ َ ٍَ الْْطْم كَأ  اعْرِفَبعُ دُكْىِ انْؼَمْضِ يِ

― Mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi‖. 

Jadi, kata fasakh sebetulnya berlaku umum untuk semua jenis pembatalan dan 

perusakan akad, termasuk pembatalan akad-akad transaksi jual beli, seperti 

disebabkan karena adanya kerusakan pada barang yang diperjualbelikan, dan 

juga pemutusan akad nikah yang telah dilangsungkan. 

2. Nikah 

Kata kedua dari frasa ―fasakh nikah‖ adalah kata ―nikah‖. Kata ini juga 

sebetulnya berasal dari bahasa Arab yaitu ―انُكبح‖ yang kemudian diserap ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi istilah nikah. Dalam bahasa Arab, kata nikah 

secara etimologi berarti bersetubuh, bersenggama, berkumpul, atau menggauli, 

atau juga berarti akad, secara keseluruhan makna tersebut dikembalikan kepada 

                                                             
29Muḥammad ‘Amim al-Barkati, al-Ta’rifat, (Bairut: Dar Kutb Ilmiyah, 2003), hlm. 164. 
30Jalaluddin al-Suyuthi, Asybah wa al-Naza’ir, Juz’ 2 (Riyad: Mamlakah, 1997), hlm. 34. 
31Ahmad Sarwat, Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 464. 
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istilah yang biasa yaitu ―انؼىّ، انٕؽء، انجًغ، ٔ انؼمض‖.
32

 Menurut terminologi, 

terdapat banyak definisi yang dibubuhkan ulama. Salah satu di antaranya yang 

mewakili definisi yang ada yaitu disebutkan oleh Abū Zahrah berikut: 

ػمض ٚفٛض دمّ انؼشغح ثٍٛ انغّجم ٔانًغأح ٔرؼبًَٔٓب ٔٚذضّ يب نكهًٛٓب يٍ دمٕق ٔيب ػهّٛ يٍ 

ٔاججبد.
33

 

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan 

hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong 

serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-

masing.
34

 

Amir Syarifuddin, juga menyatakan bahwa pernikahan memberikan kebolehan 

berhubungan antara pria dan wanita serta memberi batas hak bagi pemiliknya 

dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
35

 Definisi yang hampir sama 

dikemukakan oleh Khallāf sebagai berikut: 

هٙ انٕجّ انًشغٔع ٔٚجؼم نكم يًُٓب ْٕ ػمض ٚفٛض دم اؿزًزبع كم ٔاجض يٍ انؼٔجٍٛ ثبألْسغ ػ

دمٕلب لجم طبدجّ ٔٔاججبد ػهّٛ.
36

 

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk bersenang-

senang tidap kedua suami isteri hingga akhir sebagainya disyariatkan, dan bagi 

                                                             
32Wizarat al-Auqaf, Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz 41, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), hlm. 205: 
Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 200. 
33Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah, (Madinah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt), hlm. 
17. 
34Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2009), hlm. 9. 
35Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawainan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 

19. 
36Abd al-Wahhab Khallaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah fī al-Syara’ah al-Islamiyyah, (Kuwait: 
Dar al-Qalam, 1990), hlm. 5. 
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keduanya terdapat hak-hak yang mesti dipenuhi dan kewajiban-kewajiban di 

atasnya. 

Jadi, nikah ada sebuah akad yang menimbulkan hukum boleh dan halal bagi 

laki-laki dan perempuan yang melaksanakannya untuk berhubungan satu sama 

lain sebagai suami-isteri dan masing-masing memiliki hak-hak yang wajib 

dipenuhi. Nikah tidak dimaksudkan hanya sebagai akad kepemilikan 

pembolehan hubungan kelamian saja,
37

 tetapi lebih luas nikah bermakna akad 

yang dapat menimbulkan bagi keduanya berupa tanggung jawab yang diemban 

semenjak akad itu dilaksanakan. Penegasan makna ―nikah‖ sebagai 

―penghalalan hubungan kelamin‖ ditemukan dalam banyak versi ulama mazhab. 

Sebut saja misalnya dalam mazhab Syāfi‘ī, nikah dimaknai sebagai akad 

pembolehan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nikah dan zawaj. 

Demikian pula dalam mazhab Ḥanafī, nikah dimaknai sebagai akad yang 

memberikan faedah kepemilikan untuk bisa berhubungan badan. 

3. Fasakh Nikah 

Memperhatikan pemaknaan dua kata antara ―fasakh‖ dan ―nikah‖, maka secara 

sederhana frasa ―fasakh nikah‖ dapat diberi makna sebagai pembatalan 

hubungan pernikahan yang sudah dilangsungkan. Terkait makna fasakh sebagai 

pemutusan hubungan pernikahan, bermaksud pada perusakan dan pembatalan 

akad nikah.
38

 Menurut al-Zuḥailī, fasakh nikah adalah: 

غ نهؼمض يٍ أؿبؿّ ٔ ئػانخ نهذم انظٖ ٚزغرت ػهّٛ.فبنفـز: َم
39
 

                                                             
37

Khathib al-Syarbini, Mughni..., Juz 4, hlm. 200: Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala Darr al-
Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshr: Hasyiyyah ibn ‘Abidin, Juz 4, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutb, 2003), 
hlm. 58. 
38Siti Zalikhah Md. Nor, Jika Sudah Habis Jodoh, (Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2005), hlm. 41. 
39Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz’ 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 
348. 
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Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan 

menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan 

pernikahan. 

Hamid Sarong mendefinisikan fasakh sebagai salah satu sebab putus pernikahan 

adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah 

mengikat atau berlangsung.
40

 Mencermati beberapa definisi di atas, dapat 

dipahami bahwa fasakh nikah adalah merusak atau membatalkan tali pernikahan 

antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Untuk lebih jelas, 

mengenai faktor penyebab fasakh nikah ini secara tersendiri dikaji dalam sub 

bahasan selenjutnya berikut dengan kajian tentang dasar hukum fasakh nikah. 

 

B. Dasar Hukum Fasakh Nikah 

Fasakh nikah dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk farqun atau 

pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para ahali hukum 

Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab 

yang kuat yang melatarbelakanginya. Hukum fasakh nikah ini erat kaitannya 

dengan konsep khiyār dalam pernikahan.
41

 Hal ini dapat dideskripsikan dalam 

konteks sepasang suami isteri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada 

aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, 

maka salah satu pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan ia 

                                                             
40A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 
2010), hlm. 143. 
41Khiyār merupakan pilihan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan 
transaksi atau akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad yang disepakati sesuai 
dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad. Dalam konteks akad nikah, khiyār 
yaitu hak memilih bagi salah satu pasangan untuk tetap melangsungkan nikah atau tidak. Lihat, 
Shalih Fauzan, al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh, (Terj; Asmuni), (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 501-
508. 
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memiliki  khiyār untuk melanjutkan apakah hubungan nikahnya tetap 

berlangsung atau ia memilih untuk fasakh nikah. 

1. Ayat Alquran 

Dalil yang digunakan sebagai dasar hukum fasakh di antaranya mengacu pada 

QS. al-Nisa‘ [4] ayat 23-24: 

ثََُبدُ ٱ َٔ ثََُبدُ ٱلَْۡرِ  َٔ زكُُىۡ 
هََٰ سََٰ َٔ زكُُىۡ  ًََّٰ ػَ َٔ ركُُىۡ  ََٰٕ أسََ َٔ ثَُبَركُُىۡ  َٔ زكُُىۡ  ََٰٓ كُىۡ أيَُّ ۡٛ يَذۡ ػَهَ ٙٓ دُغِّ زِ

زكُُىُ ٱنََّٰ ََٰٓ أيَُّ َٔ لْۡسُۡذِ 

ػََٰ  ٍَ ٱنغَّ ركُُى يِّ ََٰٕ أسََ َٔ زِٙ صَسَهۡزىُ أعَۡػَؼَُۡكُىۡ 
بئِٓكُىُ ٱنََّٰ َـ َِّ ٍ زِٙ فِٙ دُجُٕعِكُى يِّ

ئِجكُُىُ ٱنََّٰ
ٓ عَثََٰ َٔ بئِٓكُىۡ  َـ ذُ َِ ََٰٓ أيَُّ َٔ ؼَخِ 

جِ 
ٍۡ أطَۡهََٰ ٍَ يِ ئمُِ أَثَُۡبئٓكُِىُ ٱنَّظِٚ

ٓ دَهََٰ َٔ كُىۡ  ۡٛ ٍَّ فلَََ جَُُبحَ ػَهَ ِٓ ٍَّ فَاٌِ نَّىۡ رَكَُُٕٕاْ صَسَهۡزىُ ثِ ِٓ ؼُ ثِ ًَ أٌَ رَجۡ َٔ ٍَ كُىۡ  ۡٛ ٕاْ ثَ

بءِٓ ئلََِّّ يَب يَ  َـ ٍَ ٱنُِّ ذُ يِ ذۡظَََُٰ ًُ ٱنۡ َٔ ب. ۞ ًً دِٛ ٌَ غَفُٕعًا عَّ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ ٍِ ئلََِّّ يَب لضَۡ ؿَهفَََۗ ئِ ۡٛ ُكُُىۡ  ٱلْۡسُۡزَ ًََٰ ۡٚ هَكَذۡ أَ

نكُِ  ََٰٕ نِكُىۡ أٌَ رَجۡزَغُٕاْ ثِأيَۡ
عَآءَ طََٰ َٔ ب  أدُِمَّ نَكُى يَّ َٔ كُىۡۚۡ  ۡٛ ِ ػَهَ تَ ٱللََّّ زؼَۡزىُ ثِِّۦ كِزََٰ ًۡ ب ٱؿۡزَ ًَ ٍَۚۡ فَ فِذِٛ َـَٰ غَ يُ ۡٛ ٍَ غَ ذۡظُِِٛ ى يُّ

ٍۢ ثَؼۡضِ ٱنۡفغَِٚؼَخِۚۡ ئِ  زىُ ثِِّۦ يِ ۡٛ ػَ ب رغَََٰ ًَ كُىۡ فِٛ ۡٛ لََّ جُُبَحَ ػَهَ َٔ ٍَّ فغَِٚؼَخۚۡ  ٍَّ أجُُٕعَُْ ُْ ْٕ ٍَّ فَأرُْ ُٓ ُۡ ٌَ يِ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ

ب. ًً ب دَكِٛ ًً  ػَهِٛ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; 

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 

perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 

belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan 

juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu 

miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. 

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri 

dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang 

telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka 

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa 

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 
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menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

Melalui ayat di atas, diketahui bahwa selain wanita-wanita sebagaimana tersebut 

dalam ayat di atas adalah halal dinikahi. Sebab tidak adanya hubungan 

kemahraman kecuali menikahi seorang wanita dengan bibinya secara poligamis 

dilarang.
42

 Di dalam Tafsir Ibn Kasir disebutkan bahwa ayat di atas 

menerangkan haramnya mahram berdasarkan nasab keturunan dan hal-hal yang 

mengikutinya berupa persesusuan dan hubungan mahram yang disebabkan oleh 

perkawanan.
43

  

Islam melarang menikahi beberapa kategori perempuan, mulai dari ibu, saudari 

perempuan, hingga larangan nikah terhadap perempuan yang masih bersuami 

dan saudari perempuan sepersusuan. Apabila pernikahan tetap dilakukan, 

misalnya karena laki-laki tidak mengetahui bahwa yang dinikahinya itu saudari 

perempuannya sebab telah lama berpisah, maka dalam kasus semacam ini, nikah 

mereka wajib dirusakkan dengan fasakh nikah.
44

 

2. Hadis 

Dalil hadis yang cukup umum digunakan dalam konteks fasakh nikah mengacu 

pada riwayat hadis riwayat Mālik: 

ٍُ انْشَطَّبةِ  غُ ثْ ًَ ُ لبَلَ لَبلَ ػُ َّٛتِ أَََّّ َـ ًُ ٍِ انْ ٍْ ؿَؼِٛضِ ثْ ٍِ ؿَؼِٛضٍ ػَ ٍْ ٚذََْٛٗ ثْ ٍْ يَبنكِ ػَ ثَُِٙ ػَ ب  ٔ دَضَّ ًَ أَُّٚ

ّـَٓبَ فهَََٓب طَضَالَُٓب كَ  ًَ ْٔ ثغََصٌ فَ ْٔ جُظَاوٌ أَ ٌٌ أَ ثَِٓب جُُُٕ َٔ جَ ايْغَأحًَ  َّٔ جَِٓب غُغْوٌ عَجُمٍ رؼََ ْٔ طَنكَِ نؼَِ َٔ بيِلًَ 

نَِِّٛٓب. )عٔاِ يبنك(. َٔ ػَهَٗ 
45

 

                                                             
42Sudarto, Masa’il Fiqhiyyah al-Hadisah, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 176. 
43Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Ishaq Alu al-Syaikh, Tafsir Ibn Kasir, (Terj: M 
Abdul Ghoffar EM, Abdurrahim  Mu’thi, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam 
al-Syafi’i, 2004), hlm. 266. 
44Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2018), hlm. 469. 
45Mālik bin Anas, al-Muwaṭā’, (Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṡī al-Andalusī), Jilid 2, (Bairut: 
Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997), hlm. 31. 
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Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Yaḥyā bin Sa‘īd dari Sa‘īd bin 

Musayyab ia berkata: Umar bin al-Khaṭṭāb berkata: ―Laki-laki mana saja yang 

menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia 

menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. 

Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya‖. 

(HR. Mālik). 

Hadis tersebut di atas memberi petunjuk suami isteri memiliki hak ntuk 

membatalkan pernikahan ketika dikatahui pasangannya memiliki cacat, dan bagi 

seorang suami wajib untuk menaggung atau melunasi mahar jika isterinya telah 

ia setubuhi. Al-Bājī dalam mengomentari hadis tersebut menyatakan minimal 

ada empat hukum yang timbul, masing-masing yaitu hukum tentang 

ditetapkannya khiyār untuk masing-masing suami isteri bila mendapati salah 

satu pasangannya terdapat cacat atau aib, tafsir tentang makna hadis di atas, 

kemudian hukum wajib melakukan khiyār jika terdapat kasus sebagaimana 

tertera dalam hadis. Ia juga menambahkan, ditetapkannya pilihan atau khiyār 

untuk menfasakh nikah karena cacat ini diambil oleh mazhab Mālik dan 

Syāfi‘ī.
46

 Jadi, melalui hadis di atas cukup memberi pengertian bahwa fasakh 

nikah dibolehkan dalam Islam. 

Selain riwayat di atas, ditemukan juga riwayat lainnya, yaitu dari Aisyah ra 

bahwa anak perempuan al-Jaun tatkala dipersatukan dia kepada Rasulullah Saw 

dan ia hampir kepadanya. Kemudian, dia berkata: Aku berlindung kepada Allah 

Swt dari padamu. Maka Rasulullah Saw bersabda: Kembalilah kepada keluarga 

mu. Riwayat ini ditemukan dalam Ibn Majah.
47

 

                                                             
46Ibn Wāriṡ al-Bājī, al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa’, Juz’ 3, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t. tp), 
hlm. 278. 
47Sudarto, Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris, 
(Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 211. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fasakh merupakan satu 

alternatif hukum yang legal dan diakui keberadaannya dalam Islam sebagai jalan 

memutuskan hubungan suami isteri. Fasakh di sini diakui hukumnya 

berdasarkan pemahaman atas dasar hukum Alquran dan juga riwayat hadis. Ini 

menandakan fasakh nikah dalam keadaan tertentu memang diwajibkan, hal ini 

berlaku seperti dalam kasus seseorang menikahi saudari kandungnya yang 

sebelumnya ia tidak mengetahuinya. Ketika telah diketahui, maka hakim wajib 

memutuskan ataupun merusakkan hubungan pernikahan mereka. 

 

 

 

 

C. Sebab-Sebab Fasakh Nikah 

Terdapat beberapa kondisi sebab sebab dibenarkannya fasakh nikah. Ahmad 

Sarwat telah merangkum setidaknya 9 (sembilan) sebab terjadinya fasakh nikah, 

meskipun pada bagian-bagian tertentu masih ada beda pendapat dikalangan 

ulama. Masing-masing yaitu:
48

 

a. Tidak sepadan (kufu‟) 

Kata sepadan atau dalam istilah fikih disebut kufu‟ atau kafā‟ah berasal dari kata 

al-kaf‟u, jamaknya akfā‟ artinya sama atau sepadan. Sementara kata al-kafā‟ 

atau al-kafā‟ah berarti persamaan, bisa juga berarti kemampuan atau 

kecakapan.
49

 Kata kafā‟ah yang bermakna ―setara‖ ditemukan dalam Alquran 

surat al-Ikhlaṣ ayat 4: 

ا أدََضُ  ًٕ ُۥ كُفُ نىَ َٚكٍُ نَّّ َٔ. 

                                                             
48Ahmad Sarwat, Pernikahan..., hlm. 465. 
49AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus..., hlm. 1216. 
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Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia (Allah Swt). (QS. al-Ikhlāṣ 

ayat 4). 

Makna kafā‟ah yang dipakai di sini yaitu persamaan, kesepadanan, kesetaraan, 

atau keserasian, khususnya dalam persoalan pernikahan. Secara istilah terdapat 

beberapa rumusan. Ḥabīb bin Ṭāhir menyatakan bahwa kafā‟ah merupakan 

persamaan dalam permasalahan agama (al-dīn) dan keadaan (ḥāl).
50

 Pengertian 

lainnya yaitu kafā‟ah dalam pernikahan berarti perempuan harus sama dan 

setara dengan laki-laki.
51

 Ḥasan Ayyūb memberikan definisi kafā‟ah yaitu laki-

laki setara dengan perempuan, yang mana perempuan tidak menikah dengan 

laki-laki yang membuat keluarganya mendapat „aib atau kekurangan menurut 

tradisi masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara syara‟.
52

 

Diantara hal-hal yang bisa dijadikan ukuran dalam kesetaraan antara suami dan 

istri adalah masalah kualitas pemahaman ajaran agama, nasab, status 

kemerdekaan, penghasilan, kekayaan, tidak adanya aib, dan lainnya. Sebagian 

ulama membolehkan fasakh nikah ketika diketahui tidak ada kesetaraan di 

antara keduanya. 

b. Terbuktinya persaudaraan sesusuan 

Pasangan suami dan istri apabila terbukti kemudian bahwa ternyata mereka 

punya hubungan mahram muabbad, maka pernikahan mereka wajib difasakh. 

Dan kemungkinan terbesarnya kasus ini terjadi para kasus saudara sesusuan. 

Apabila bisa terbukti dan ada saksi bahwa suami dan istri pernah menyusu 

kepada wanita yang sama, maka keduanya menjadi mahram muabbda. 

                                                             
50Ḥabīb Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh, Juz 3, (Beirut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2005), hlm. 
247. 
51Amir Syarifuddin, Hukum...,  hlm. 140. 
52Ḥasan Ayyūb, Fiqh al-Usrah al-Muslimah, (Terj: Misbah), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 
2005), hlm. 50. 
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Sedangkan pernikahan dengan mahram yang senasab atau karena mushaharah 

amat jarang terjadi. 

c. Terdapatnya aib 

Aib syang terdapat pada masing-masing pihak, baik pihak suami atau pihak istri, 

menurut para ulama termasuk di antara sebab yang memungkinkan terjadinya 

fasakh. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk dan 

jenis aib yang dimaksud. 

d. Kurangnya mahar atau nafkah dari suami  

Dalam kasus dimana seorang suami tidak mau melunasi mahar sesuai dengan 

yang telah disetujuinya, atau berbeda dengan tarif pasarannya, maka pihak istri 

berhak mengajukan fasakh nikah. Demikian pula apabila suami menahan 

kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri 

berhak untuk mengajukan fasakh.
53

 

e. Fasadnya akad nikah 

Akad nikah yang mengandung cacat atau fasad adalah nikah yang menjadi 

penyebab dibolehkannya terjadi fasakh. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa 

hukum fasakh dalam hal ini bukan sekedar kebolehan, melainkan menjadi 

sebuah kewajiban atau keharusan. Diantara contoh akad nikah yang cacat atau 

fasad misalnya nikah tanpa wali yang sah menurut syariah. Selain itu juga akad 

nikah yang dilakukan tanpa adanya saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi. 

f. Salah satu pasangan masuk islam yang lain tidak 

Bila pasangan suami istri yang non muslim, lalu salah satunya masuk Islam dan 

yang lainnya tetap bertahan dalam agama sebelumnya, maka hal itu bisa 

menjadi salah satu sebab fasakh atas pernikahan mereka. 

                                                             
53Ahmad Sarwat, Pernikahan..., hlm. 465. 
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g. Khiyār bulūgh 

Istilah khiyār bulūgh maksudnya adalah pilihan yang diberikan kepada seorang 

wanita yang sejak sebelum baligh telah dinikahkan oleh wali yang bukan ayah 

atau kakeknya. Ketika wanita yang terlanjur jadi istri orang itu memasuki usia 

baligh, dirinya berhak mengajukan fasakh atas pernikahannya itu, kalau 

memang dia menginginkan. 

h. Khiyār ifaqah min al-junūn 

Khiyār ifaqah min al-junūn artinya adalah pilihan sembuh dari kegilaan. 

Maksudnya adalah pilihan bagi suami atau istri untuk mengajukan fasakh atas 

pasangannya yang tidak kunjung sembuh dari penyakit gilanya. Namun hak 

fasakh yang satu ini hanya dikemukakan oleh mazhab Ḥanafiyah saja. 

i. Murtadnya salah satu pasangan 

Apabila satu seorang dari suami atau istri murtad dan keluar dari agama Islam, 

sedangkan pasangannya masih tetap memeluk agama Islam, maka pernikahan 

mereka difasakh.
54

 

Terkait dengan sebab kurangnya nafkah suami, para ulama masih berbeda 

pendapat apakah dapat dilakukan fasakh nikah atau tidak. Kurangnya nafkah 

suami di sini disebabkan karena suami fakir yang memiliki harta dan tidak pula 

mampu menghasilkan harta Dalam kitab ―Aḥkām al-Zawāj‖, Sulaimān al-

Asyqar telah mengulas pandangan ulama tentang nafkah suami fakir. Menurut 

mazhab Ḥanafī, suami fakir dibebaskan darinya kewajiban nafkah, hanya saja 

isteri boleh menetapkan utang bagi suaminya yang fakir, selama suaminya itu 

tidak mampu membiayai nafkah isteri. Menurut mazhab Mālikī, Syāfi‘ī, dan 

Ḥanbalī, suami fakir juga dibebaskan atau tidak wajib memenuhi nafkah isteri 

                                                             
54Ahmad Sarwat, Pernikahan..., hlm. 465-466. 
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selama dalam masa kefakiran dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda 

apakah nafkah tersebut menjadi utang suami atau tidak. Menurut mazhab Syāfi‘ī 

dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak dipenuhi suami selama dalam masa fakirnya, itu 

menjadi utangnya yang harus ditutupi ketika ia sudah mampu. Sementara itu, 

menurut mazhab Mālikī kewajiban nafkah suami fakir itu gugur dan tidak ada 

utang baginya.
55

 

Dalam konteks yang lain, para ulama mazhab juga berbeda dalam soal 

konsekuensi dari suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada 

isteri, apakah isterinya dapat menggugat cerai denagn jalan fasakh nikah atau 

tidak. Ibn Rusyd, salah seorang ulama mazhab Mālikī telah mengulas masalah 

ini dengan cukup baik. Ia mengungkapkan perspektif ulama dalam konteks 

nafkah suami fakir memang masih ditemukan perbedaan yang cukup signifikan, 

baik kewajiban suami hingga pada konsekuensi hukum ketika suami dalam 

keadaan fakir. Jelasnya, Imam Ḥanafī dan al-Ṡaurī memandang hubungan 

pernikahan tidak mesti diputuskan, artinya suami fakir yang tidak mampu 

memberi nafkah bukan menjadi alasan khiyār (memilih) bagi isteri untuk 

meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir.
56

  

Sementara itu, menurut Imam Mālik, al-Syāfi‘ī, Aḥmad, Abū Ṡūr, dan Abū 

‗Ubaid, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, isteri boleh saja 

meminta cerai suami atas dasar hukum  khiyār (memilih) yang diberikan 

kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas 

pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.
57

 

                                                             
55Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah, (Terj: Iman 
Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 318-319. 
56Ibn Rusyd al-Qurṭubī, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, (Terj: Fuad Syaifudin 
Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94. 
57Ibn Rusyd al-Qurṭubī, Bidāyah..., Jilid 2, hlm. 94. 
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Terkait dengan fasakh nikah sebab cacat, juga masih terjadi beda pendapat di 

kalangan ulama. Cacat satu pasangan yang telah dikategorikan oleh para ulama, 

tiga cacat di antaranya berlaku untuk suami isteri, yaitu gila, lepra, dan kusta. 

Dua cacat hanya dialami oleh suami saja, yaitu penis terpotong dan impoten. 

Dua cacat lainnya hanya ada pada pihak isteri, yaitu vagina tersumbat daging, 

dan vagina tersumbat tulang.
58

 Jadi, dengan adanya cacat-cacat seperti itu maka 

salah satu pasangan diberi hak untuk memilih membatalkan nikah dengan cara 

fasakh. 

Memang, dalam ranah fikih, para ulama tidak padu menetapkan apakah kondisi-

kondisi cacat yang diketahui setelah akad nikah berlangsung itu dapat menjadi 

alasan fasakh atau tidakulama masih ditemukan adanya perbedaan pendapat 

tentang boleh tidaknya suami atau isteri memilih memutuskan perkawinan 

dengan adanya cacat-cacat tersebut. Secara umum, perbedaan ini dapat 

dikelompokkan kepada dua pandangan. 

a. Pendapat pertama menyatakan suami isteri sama sekali tidak boleh 

memutuskan perkawinan sebab adanya cacat. Hal ini dipegang oleh Ibn 

Ḥazm al-Andalusī. Dalam kitabnya ―al-Muḥallā bil Āṡār‖, disebutkan bahwa 

nikah tidak dapat diputuskan dengan sebab penyakit-penyakit tertentu seperti 

kusta dan gila yang baru terjadi setelah pernikahan dilangsungkan, dan nikah 

itu tidak difasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang 

baru datang pada istri, demikian juga kalau istri mendapatkan penyakit yang 

baru datang pada suaminya. Selain itu, isteri tidak bisa menfasakh nikah 

sebab suaminya impoten, sakit kemaluan dan jenis apapun cacatnya.
59

 

                                                             
58Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), 
Cet. 2, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 523. 
59Ibn Ḥazm al-Andalusī, al-Muḥallā bil Āṡār, (Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī), Juz 
9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003), hlm. 279-280. 
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Pendapat tersebut juga telah diulas oleh al-Zuḥailī, bahwa mazhab al-

Ẓāhirī—salah yang berafilisi dalam mazhab ini yaitu Ibn Ḥazm—tidak 

membolehkan memutuskan perkawinan atas dasar cacat.
60

 Ibn Rusyd dalam 

kitabnya, Bidāyah al-Mujtahid, disebutkan ulama memang masih berbeda 

dalam menetapkan jenis-jenis cacat yang dapat menyebut pembatalan nikah. 

Namun, untuk ulama al-Ẓāhirī tidak menjadikan cacat-cacat fisik sebagai 

alasan khiyār membatalkan pernikahan.
61

 

b. Pendapat kedua menyatakan suami isteri boleh memilih (khiyār) memutuskan 

tali perkawinan jika salah satu dari mereka mengetahui adanya cacat dari 

pasangannya. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama, yaitu empat Imam 

mazhab, yakni Imam Ḥanafī, Imam Mālik, Imam Syāfi‘ī, dan Imam Aḥmad 

bin Ḥanbal. Meski demikian, empat ulama ini berbeda dalam menetapkan 

jenis ata cara memutuskan pernikahan tersebut. Menurut mazhab Ḥanafī, 

suami dapat memutuskan tali nikah karena cacat dengan cara talak, bukan 

fasakh. Bagi isteri, lantara ia tidak memiliki hak talak, maka hak fasakh ada 

padanya. Sementara itu, menurut tiga mazhab lainnya, menyatakan bahwa 

baik laki-laki maupun isteri, boleh merusakkan tali pernikahan dengan jalan 

fasakh.
62

 

Bagi satu pasangan nikah yang terbukti ada cacat fisik, seperti impoten, penis 

terpotong, vagina tersumbat, penyakit kusta, lepra dan gila, maka perkawinan 

dapat diputuskan berdasarkan jumhur ulama. Mazhab Ḥanafī memandang cara 

pemutusannya dari pihak laki-laki dengan cara talak, dan dari isteri dengan cara 

fasakh, sementara menurut mazhab Mālik, Syāfi‘ī, dan mazhab Ḥanbalī kedua-

                                                             
60Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Terj: Abdul hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 247. 
61Ibn Rusyd al-Qurṭubī, Bidāyah..., hlm. 1021-1023. 
62Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh..., Jilid 9, hlm. 247. 
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duanya (suami isteri) memiliki hak yang sama dalam memilih (khiyār) 

memutuskan dengan cara fasakh. 

 

D. Teori Maṣlaḥah 

1. Terminologi Maṣlaḥah 

Secara bahasa, maṣlaḥah ―انًظهذخ‖ telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, 

yaitu maslahat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maṣlaḥah (ditulis 

dengan ―maslahat‖), diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan 

(keselamatan dan sebagainya), faedah, dan berguna.
63

 Dalam bahasa Arab, kata 

 ṣāluḥun ,‖طهذب― ṣalḥan ,‖ٚظهخ― yaṣliḥu ,‖طهخ― berasal dari kata ṣalaḥa ‖انًظهذخ―

wa maṣlūḥun ―طبنخ ٔ يظهٕح‖, artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan.
64

 Kata 

maṣlaḥah adalah mashdar dengan arti kata ṣalāḥ, yaitu manfaat, atau terlepas 

dari kerusakan bisa juga berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada 

kebaikan.
65

 Definisi maṣlaḥah mudah ditemukan dalam banyak literatur Suhul 

Fiqh, secara keseluruhan memberi arti maṣlaḥah sebagai kebaikan dan 

kemanfaatan.
66

 Al-Būṭī menyebutkan maṣlaḥah mempunyai makna yang identik 

dengan kemanfaatan, dan apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan itu.
67 

                                                             
63Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka 
Phoenix, 2009), hlm. 399. 
64Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301. Dimuat juga 
dalam Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 
hlm. 148. 
65

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet. 6, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 
hlm. 345 
66Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, (Terj: Saefullah Ma’shum, dkk), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2001), hlm. 229. 
67Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, (Beirut: 
Mu’assasah al-Risālah, 1973), hlm. 23. 
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Menurut istilah, terdapat banyak definisi, di antaranya dikemukakan oleh al-

Ghazālī: 

أيب انًظهذخ فٓٙ ػجبعح فٙ الْطم ػٍ جهت يُفؼخ أٔ صفغ يؼغّح.
68
 

Adapun maṣlaḥah pada asalnya merupakan mengambil manfaat dan menolak 

mudarat.
69

 

Menurut al-Khawārizmī, seperti dikutip oleh Muḥammad Alī, bahwa yang 

dimaksud dengan maṣlaḥah yaitu: 

ْٙ انًذبفظخ ػهٗ يمظٕص انشغع ثضفغ انًفبؿض ػٍ انشهك.
70
 

Maṣlaḥah merupakan menjaga tujuan syara‘ dengan menolak kerusakan 

kerusakan dari suatu ciptaan. 

Menurut Firdaus, maṣlaḥah ialah segala yang mendatangkan manfaat, baik 

melalui cara mengambil suatu tindakan maupun dengan menolak dan 

menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan dan 

kesulitan.
71

 Melihat beberapa definisi tersebut, maṣlaḥah diarahkan pada makna 

kemanfaatan secara bahasan, dan menolak kemudaratan secara istilah. Dengan 

demikian, maṣlaḥah diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan baik 

dengan cara mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan batasan 

mengambil apa-apa yang memiliki manfaat dan menolak apapun yang 

membawa pada kerusakan dan yang membahayakan. 

                                                             
68Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, (Kairo: Sidrah al-Muntahā, 2009), hlm. 
328. 
69

Definisi tersebut diulas juga oleh al-Raisūnī. Lihat, Aḥmad al-Raisūnī, Naẓariyyah al-Maqāṣid 
‘inda al-Imām al-Syāṭibī, (Firginia: al-Ma’had al-‘Ᾱlamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), hlm. 256. 
70Abd al-‘Ᾱṭī Muḥammad Alī, al-Maqāṣid al-Syar’iyyah wa Aṡruhā fī al-Fiqh al-Islāmī, (Kairo: Dār 
al-Ḥadīṡ, 2007), hlm. 96. 
71Fridaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Konprehensi, 
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 80-81. 



33 
 

 
 

2. Macam-Macam Maṣlaḥah 

Konsep maṣlaḥah yang tersebar dalam literatur Ushul Fiqh menjadi kajian yang 

dianggap cukup penting dalam penemuan hukum Islam. Keberadaannya cukup 

memberi pengaruh dalam khazanah hukum Islam. Konsep maṣlaḥah ini bila 

diperhatikan cakupannya sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk 

yang spesifik. Para ulama setidaknya membangi jenis maṣlaḥah ini ke dalam 

dua bagian umum, yaitu dilihat dari kekuatannya sebagai hujjah dalam 

menetapkan hukum, dan dilihat dari adanya keserasian dan kesejalanan 

anggapan baik oleh akal manusia dengan tujuan syarak. Untuk jenis pertama, 

maṣlaḥah dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:
72

 

a. Maṣlaḥah ḍarūriyyah ―يظهذخ انؼغٔعٚخ‖ 

Maṣlaḥah ḍarūriyyah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat 

dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak punya arti apa-

apa jika lima tujuan utama hukum Islam seperti telah disebutkan (agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta). Tingkat pemenuhan dharuriyyat agama telah 

disebutkan dalam beberapa ayat Alquran termasuk larangan keluar dari Islam. 

Alquran telah melarang seorang muslim meninggal dunia kecuali dalam keadaan 

berstatus Islam atau muslim seperti disebutkan dalam QS. Ali Imran [3] ayat 

102: 

بَ ٱنَّ  ٓأَُّٚٓ ََٰٚ  ٌَ ٕ ًُ هِ ۡـ أََزىُ يُّ َٔ ٍَّ ئلََِّّ  ٕرُ ًُ لََّ رَ َٔ َ دَكَّ رمَُبرِِّۦ  ٍَ ءَايَُُٕاْ ٱرَّمُٕاْ ٱللََّّ  ظِٚ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 

kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam. 

                                                             
72Amir Syarifuddin, Ushul..., hlm. 345: Fridaus, Ushul..., hlm. 82-83. 
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Larangan keluar dari agama Islam juga sangat jelas disebutkan dalam satu 

riwayat hadis al-Bukhari, Muslim, dan beberapa perawi lainnya disebutkan 

bahwa tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi laa ilaaha illallah dan 

bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kecuali karena tiga hal. Tiga hal 

tersebut ialah nyawa dibalas nyawa, orang yang berzina setelah menikah, dan 

orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum 

muslimin. 

Demikian juga penjagaan terhadap jiwa, terdapat banyak dalil baik dalam 

Alquran maupun hadis tentang larangan membunuh, seperti tersebut dalam QS. 

al-Ma‘idah [5] ayat 32: 

بص فِٙ ٱلْۡعَۡ  َـ ٔۡ فَ غِ ََفۡؾٍ أَ ۡٛ ب ثغَِ َـۢ ُۥ يٍَ لَزمََ َفَۡ َّّ ءِٚمَ أََ ٓ ٙٓ ئؿِۡغََٰ َٰٗ ثَُِ نكَِ كَزَجُۡبَ ػَهَ
ٍۡ أجَۡمِ طََٰ ًَ يِ ب لَزمََ عِ فَكَأَََّ

ذِ  ََٰ نَمضَۡ جَبءَٓرۡٓىُۡ عُؿُهَُُب ثِٱنۡجَُِّٛ َٔ  
ٛؼًبۚۡ ًِ بٓ أدََۡٛب ٱنَُّبؽَ جَ ًَ ٍۡ أدَۡٛبََْب فَكَأَََّ يَ َٔ ٛؼًب  ًِ ٓىُ ٱنَُّبؽَ جَ ُۡ ٌَّ كَثِٛغًا يِّ ثىَُّ ئِ

. ٌَ غِفُٕ ۡـ ًُ نكَِ فِٙ ٱلْۡعَۡعِ نَ  ثَؼۡضَ طََٰ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 

yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 

memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang 

kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 

yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 

melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. 

Kemudian, disebutkan pula di dalam beberapa ayat lainnya, seperti dalam QS. 

al-Nisa‘ [4] ayat 93: 

 ِّ ۡٛ ُ ػَهَ غَؼِتَ ٱللََّّ َٔ هضًِا فَِٛٓب  ضًا فَجَؼَآؤُُِۥ جَََُّٓىُ سََٰ ًِّ زَؼَ يٍَ ٚمَۡزمُۡ يُإۡيًُِب يُّ ب. َٔ ًً أػََضَّ نَُّۥ ػَظَاثًب ػَظِٛ َٔ نَؼََُُّۥ  َٔ 

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka 

balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 

dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. 
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Ayat-ayat serupa dengan ayat di atas juga ditemukan masih banyak, dan juga 

ditemukan di dalam banyak riwayat hadis tentang larangan membunuh di dalam 

Islam. Pada intinya, pesan yang hendak diberikan melalui dalil-dalil di atas 

adalah larangan menghilangkan nyawa seseorang. Oleh sebab itu, jiwa dan 

nyawa bagian dari prioritas utama sehingga tingkatannya masuk dalam kategori 

pokok atau dharuriyyat dan wajib dijaga. 

Sementara  itu, dalam hal menjaga akal, larangannya merusaknya ada di dalam 

ayat-ayat tentang larangan meminum khamar, sebagaimana tersebut dalam  QS. 

al-Nisa‘ [4] ayat 43:
73

 

لََّ جُ  َٔ  ٌَ ٕاْ يَب رمَُٕنُٕ ًُ َٰٗ رَؼۡهَ َٰٖ دَزَّ غَ أََزىُۡ ؿُكََٰ َٔ حَ  َٰٕ هَ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََّ رَمۡغَثُٕاْ ٱنظَّ بَ ٱنَّظِٚ ٓأَُّٚٓ ُجًُب ئلََِّّ ػَبثغِِ٘ ََٰٚ

ئٌِ كُ  َٔ  
هُٕاْۚۡ ِـ َٰٗ رغَۡزَ بءَٓ ؿَجِٛمٍ دَزَّ َـ زىُُ ٱنُِّ ۡـ ًَ

ٔۡ نََٰ ٍَ ٱنۡغَبئِٓؾِ أَ ُكُى يِّ ٔۡ جَبءَٓ أدََضٍ يِّ َٰٗ ؿَفغٍَ أَ ٔۡ ػَهَ ٓ أَ َٰٗ غۡػَ ُزىُ يَّ

 ًّٕ ٌَ ػَفُ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ ضِٚكُىَۡۗ ئِ ۡٚ أَ َٔ جُِْٕكُىۡ  ُٕ ذُٕاْ ثِ َـ ٕاْ طَؼِٛضًا ؽَِّٛجًب فَٱيۡ ًُ ًَّ  ا غَفُٕعًا. )انُـبء:فهَىَۡ رَجِضُٔاْ يَبءٌٓ فَزََٛ

22.) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 

keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula 

hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu 

saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau 

datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian 

kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik 

(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi 

Maha Pengampun‖. 

Disebutkan pula dalam QS. al-Ma‘idah [5] ayat 91: 

كُىۡ ػَ  َٚظُضَّ َٔ غِ  ِـ ۡٛ ًَ ٱنۡ َٔ غِ  ًۡ ٱنۡجَغۡؼَبءَٓ فِٙ ٱنۡشَ َٔ حَ  َٔ ُكَُىُ ٱنۡؼَضََٰ ۡٛ ٍُ أٌَ ُٕٚلِغَ ثَ
طََٰ ۡٛ ب ٚغُِٚضُ ٱنشَّ ًَ ٍِ ئََِّ ػَ َٔ  ِ ٍ طِكۡغِ ٱللََّّ

حِ  فَٓمَۡ أََزىُ يُّ  َٰٕ هَ . )انًبئضح: ٱنظَّ ٌَ  (.16ُزَُٕٓ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 

                                                             
73Mustoifah, dkk., Studi..., hlm. 115-117: Lihat juga, Shihab, Kaidah..., hlm. 291-193. 
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menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah 

kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). 

Melalui dua ayat di atas, cukup tegas bahwa Islam melarang meminum khamar 

karena di dalamnya terdapat kerusakan, terutama dapat merusak akal manusia. 

Untuk itu, segala bentuk yang dapat merusak akal manusia maka dapat dilarang 

dan dihentikan. Bahkan, cara Islam menjaga akal dalam kasus meminum 

khamar ini yaitu dengan memberlakukan hukuman bagi pelaku peminum 

khamar tersebut. Selanjutnya, dalil tentang penjagaan harta mengacu pada ayat-

ayat dan hadis-hadis tentang anjuran untuk tidak mengambil harta dengan cara 

yang batil, seperti tersebut dalam QS. al-Nisa‘ [4] ayat 29: 

غَحً ػٍَ رغََ  ٌَ رِجََٰ ٓ أٌَ رَكُٕ طِمِ ئلََِّّ َُكُى ثٱِنۡجََٰ ۡٛ نَكُى ثَ ََٰٕ اْ أيَۡ ٕٓ ٍَ ءَايَُُٕاْ لََّ رَأۡكُهُ بَ ٱنَّظِٚ أَُّٚٓ
ٓ اْ ََٰٚ ٕٓ لََّ رمَۡزهُُ َٔ ُكُىۡۚۡ  اعٍ يِّ

كُىۡۚۡ  َـ ب. أََفُ ًً ٌَ ثكُِىۡ عَدِٛ َ كَب ٌَّ ٱللََّّ  ئِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

Waj al-dilalah (sisi pendalilan) ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak boleh 

diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak 

melalui pencurian, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun 

penipun, dan lainnya yang dilarang dalam Islam.
74

 Al-Asyqar dalam 

memberikan komentar ayat di atas menyatakan suatu kezaliman yang paling 

besar ialah dengan memakan harta orang lain secara batil.
75

 Dalil lainnya yang 

paling umum adalah tentang larangan pencurian sebagaimana tersebut di dalam 

QS. al-Ma‘idah [5] ayat 38: 

                                                             
74Sayyid Quthb, Tafsir fī Zhilal al-Qur’an, (Terj: As’ad Yasin, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), hlm. 343. 
75Umar Sulaimān al-Asyqar, Surga dan Neraka, (t. terj), (Jakarta: Qisthi, 2019), hlm. 80. 
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ُ ػَؼِٚؼٌ دَكِ  ٱللََّّ َٔ  َِۗ ٍَ ٱللََّّ لًَ يِّ جَب َكَََٰ َـ ب كَ ًَ ب جَؼَآءَۢ ثِ ًَ ضَُِٚٓ ۡٚ اْ أَ ٕٓ بعِلَخُ فَٱلۡطَؼُ ّـَ ٱن َٔ بعِقُ  ّـَ ٱن  ٛىٌ.َٔ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai bentuk) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 

sebagai siksaan dari Allah Sawt. Dan Allah Sawt Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. 

Ayat di atas dipekuat lagi keterangan Rasulullah Saw tentang hukuman potong 

tangan juga diterapkan kepada anak apabila diketahui mencuri. Riwayat tersebut 

ditemukan dalam salah satunya riwayat Muslim dari Aisyah, bunyinya yaitu 

sebagai berikut: 

ٓىُْ شَأْ  ًَّ ْٚشًب أََْ ٌَّ لغَُ ٍْ ػَبئشَِخَ أَ ِ ػَ ٍْ ٚكَُهِّىُ فَِٛٓب عَؿُٕلَ اللََّّ شْؼُٔيَِّٛخِ انَّزِٙ ؿَغَلَذْ فَمَبنُٕا يَ ًَ غْأحَِ انْ ًَ ٌُ انْ

 ُ ِ طَهَّٗ اللََّّ ِّ ئلََِّّ أؿَُبيَخُ دِتُّ عَؿُٕلِ اللََّّ ٍْ َٚجْزغَِبُ ػَهَْٛ يَ َٔ ؿَهَّىَ فَمَبنُٕا  َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ؿَهَّىَ طَهَّٗ اللََّّ َٔ  ِّ ػَهَْٛ

ُّ أُ  ًَ ِ ثىَُّ لَبوَ فَبسْ فَكَهَّ ٍْ دُضُٔصِ اللََّّ ؿَهَّىَ أرََشْفَغُ فِٙ دَضٍّ يِ َٔ  ِّ ُ ػَهَْٛ ِ طَهَّٗ اللََّّ زَطَتَ فمَبَلَ ؿَبيَخُ فمَبَلَ عَؿُٕلُ اللََّّ

ِٓىْ انشَّغِٚفُ رغََكُُِٕ  ىُْ كَبَُٕا ئطَِا ؿَغَقَ فِٛ ٍَ لَجْهَكُىْ أَََّٓ ْْهكََ انَّظِٚ ب أَ ًَ ِٓىْ  أََُّٚٓب انَُّبؽُ ئََِّ ئطَِا ؿَغَقَ فِٛ َٔ

ضٍ ؿَغَلَذْ نَمَطَؼْذُ ٚضَََْب. )عٔ ًَّ ُْذَ يُذَ خَ ثِ ًَ ٌَّ فَبؽِ ْٕ أَ ِ نَ ْٚىُ اللََّّ ا َٔ ِّ انْذَضَّ  ْٛ ؼِٛفُ ألََبيُٕا ػَهَ اِ يـهى(.انؼَّ
76

 

Dari Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah 

seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, 

Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah Saw? 

Maka mereka mengusulkan. Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali 

Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah Saw. Sesaat kemudian, Usamah 

mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah Saw bersabda: Apakah 

kamu hendak memberi syafaat (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum 

Allah? Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, sabdanya: Wahai sekalian 

manusia, hanya sanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, 

ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak 

menghukum), sementara jika orang-orang yang rendahan dari mereka mencuri 

mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti 

Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. 

(HR. Muslim). 

                                                             
76Imam Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairi al-Nisaburi, Sahih Muslim, (Riyadh: Bait al-Afkār al-
Dauliyyah, 1998), hlm. 559. 
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Terkait dengan tafsir QS. al-Mā‘idah [5] ayat 38 tersebut sebelumnya, Ibn Jarīr 

al-Ṭabarī menyebutkan perintah memotong tangan keduanya (laki-laki atau 

perempuan yang mencuri) pada ayat tersebut adalah tangan sebelah kanan. Ia 

menguatkannya dengan riwayat dari al-Suddi yang menyatakan maksud 

memotong tangan adalah tangah sebelah kanan. Demikian pula dinyatalkan di 

dalam riwayat Sufyan, dari Jabir, dari Amir dan selainnya.
77

  

Dalam tafsir Ibn Mas‘ūd, merupakan salah satu tafsir paling awal (setelah Tafsir 

Ibn Abbās) dalam sejarah ilmu tafsir, dinyatakan bahwa pemotongan tangan 

pencuri sebagaimana perintah QS. al-Mā‘idah [5] ayat 38 di atas tidak berlaku 

kecuali nilainya 1 dinar atau 10 dirham.
78

 Mengenai nisab barang curian ini, 

memang masih ditemukan beda pendapat ulama. Menurut mazhab Ḥanafī, batas 

nisab barang curian minimal 1 dinar atau 10 dirham atau seherga dari salah satu 

dari keduanya.
79

 Abd al-Samī‘ menjelaskan dengan cukup baik mengenai latar 

belakang perbedaan tersebut, yaitu sebab banyaknya riwayat atsar dari sahabat 

yang memberi interpretasi ḥadīṡ Rasulullah saw.
80

 

Pada intinya, dalil-dalil di atas menunjukkan pada larangan mencuri dan 

pelakunya dapat dikenakan hukuman lantaran agama Islam hendak menerapkan 

penjagaan terhadap harta. Yang terakhir adalah penjagaan terhadap keturunan, 

hal ini berlaku dalam masalah larangan seseorang berzina, dan larangan 

seseorang tidak mengakui atau mengingkari anaknya. Larangan-larangan 

tersebut berlaku sebab Islam ingin menjaga setiap keturunan lahir secara baik 

                                                             
77Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir al-Thabari, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 863. 
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Muḥammad Ahmad al-‘Ishawi, Tafsir Ibn Mas’ud, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 
468. 
79Ibn Mazah al-Bukhari al-Hanafi, al-Muhit al-Burhani fī al-Fiqh al-Nu’mani Fiqh al-Imam Abi 
Hanifah, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 511. 
80Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Minhaj al-Talib fī al-Muqaranah baina al-Mazahib, (Terj: Yasir 
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dan syar‘i. Oleh sebab itu, setiap bentuk tindakan yang dapat merusak keturunan 

dapat dihukum, termasuk dalam kasus zina dihukum cambuk 100 kali bagi yang 

belum menikah dan bagi yang telah menikah maka ia dihukum dengan rajam, 

dilempari dengan batu hinggi meninggal dunia. 

Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada lima prinsip 

tersebut adalah baik atau Maṣlaḥah dalam tingkat ḍarurī (sesuatu yang harus 

dipenuhi). Contohnya, melarang seseorang untuk berbuat murtad, membunuh, 

meminum khamar, zina, dan melarang mencuri. 

 

b. Maṣlaḥah ḥajiyyah ―يظهذخ انذجٛخ‖ 

Maṣlaḥah ḥajiyyah yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia 

tidak sampai pada tingkat ḍarurī. Artinya, bentuk kemaslahatanya tidak secara 

langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima tadi. Namun, secara tidak 

langsung pula menuju ke arah pemenuhan kebutuhan pokok, misalnya hal yang 

memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut, 

jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mencederai dan 

merusak lima unsur pokok tersebut. Contohnya, terdapat ketentuan rukhṣah 

dalam ibadah, seperti rukhṣah bagi orang sakit untuk melakukan shalat dan 

puasa. Kemudian dibolehkannya melakukan utang piutang dalam jual beli. 

c. Maṣlaḥah taḥsiniyah ―يظهذخ انزذـُٛخ‖ 

Maṣlaḥah taḥsiniyah yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak 

sampai pada tingkat ḍarurī, dan tidak pula sampai pada tingkat ḥajī. Namun, 

kebutuhan jenis ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan 

keindahan dalam kehidupan manusia. Maṣlaḥah dalam bentuk taḥsiniyah ini 

juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. 



40 
 

 
 

Tingkat mashlahah sebagaimana tersebut di atas berlaku secara berurutan dan 

tidak dibolehkan mendahulukan hajiyyat dari dharuruyyat, demikian pula tidak 

diperkenankan mendahulukan tahsiniyat terhadap hajiyyat, apalagi terhadap 

dharuriyyat. Dalam hal ini, Muhammad al-Razzaq, seperti dikutip Muhammad 

Yasir Yusuf, bahwa al-hajiyyah menduduki kedudukan al-dharuruyyah baik al-

hajiyyah itu bersifat umum atau bersifat khusus.
81

 Dalam kutipan yang sama, 

juga dikemukakan oleh al-Qarafi, bahwa tingkatan tersebut (maksudnya 

dharuruyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat) perlu dipenuhi secara berperingkat, dari 

satu peringkat ke peringkat berikutnya. 

Menurut Busyro, ketika tingkat mashlahah tersebut berkedudukan secara 

berjenjang. Tingkat kemaslahatan dharuruyyat lebih tinggi tingkatannya 

daripada hajiyyat, sementara itu hajiyyat juga lebih tinggi dari pada 

tahsiniyyat.
82

 Dalam catatan Havis Aravik, tiga tingkatan mashlahah tersebut di 

atas berhubungan pada konsistensi dalam prioritas pemenuhan keperluan 

(dharuruyyat, hajiyyat dan juga tahsiniyyat). Terdapat prioritas-priorotas di 

antara satu dan lainnya menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan 

dalam pemenuhannya. Prioritas tersebut menjadi tiga dharuruyyat, hajiyyat dan 

juga tahsiniyyat. Seorang muslim perlu mengalokasikan kebutuhannya secara 

berurut sesuai dengan tingkat prioritasnya secara konsisten. Keperluan pada 

tingkat dharuruyyat mesti dipenuhi lebih dulu, baru kemudian hajiyyat dan juga 

                                                             
81Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responcibility Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) Teori & Praktik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93. 
82Busyro, Maqashid Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah, (Jakarta: Kencana 
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tahsiniyat. Prioritas ini semestinya diaplikasikan pada semua jenis keperluan, 

yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
83

 

Dilihat dari sesuai tidaknya dengan tujuan syara‟, maṣlaḥah juga dibagi ke 

dalam tiga macam, yaitu:
84

 

a. Maṣlaḥah mu‟tabarah ―يظهذخ انًؼزجغح‖ 

Maṣlaḥah mu‟tabarah yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara‟. 

Artinya, ada petunjuk dalam hukum syara‟ melalui Alquran maupun hadis. 

Maṣlaḥah mu‟tabarah merupakan maṣlaḥah yang ditegaskan dalam al-Qur‘an 

atau al-Sunnah. Misalnya, bagian warisan telah ditentukan dalam surat al-Nisā‘ 

ayat 11, 12, dan 176. Pencuri wajib dipotong tangan berdasarkan ketentuan al-

Quran surat al-Māidah ayat 38, dan hukum-hukum lainnya yang telah dijelaskan 

secara rinci dalam al-Qur‘an dan sunnah. 

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan maṣlaḥah yang telah ditetapkan untuk 

direalisasikan, ada diakui oleh syari‘, maka maṣlaḥah ini diakui oleh hukum 

Islam, atau disebut dengan mu‟tabarah. Adapun maṣlaḥah yang datang setelah 

terputusnya wahyu, tidak ada ketentuan untuk merealisasikan atau membatalkan 

maṣlaḥah tersebut, maka jenis ini masuk dengan munasib al-mursal (sifat yang 

sesuai dengan umum) atau disebut juga dengan maṣlaḥah mursalah.
85

 

b. Maṣlaḥah mulghah ―يظهذخ انًهغخ‖ 

Maṣlaḥah mulghah yaitu maṣlaḥah yang ditolak. Janis atau kriteria maṣlaḥah 

mulghah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak layak 
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Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2017), hlm. 70-71. 
84A. Djazuli, Ilmu Fqih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Cet. 8, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012), hlm. 86. 
85Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Terj: Noer Iskandar al-Barsany, dkk), Cet. 8, 
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untuk dijadikan hukum. Artinya, maṣlaḥah yang dianggap baik oleh akal, 

namun tidak diperhatikan oleh syara‟. Dalam makna lain, maṣlaḥah mulghah 

berupa kemaslahatan yang diabaikan bahkan ditoleh oleh nas karena: (1) 

bertentangan dengan kemaslahatan yang mu‟tabarah, (2) bertentangan dengan 

maṣlaḥah dengan tingkat asas atau pokok (ḍarūriyyah).
86

 Jumhur ulama 

menolak kemaslahatan semacam ini.
87

 Misalnya, memandang hukum pencuri 

dan pezina bisa saja dipenjara dan tidak perlu dihukum potong tangan dan 

dicambuk. Dalam hal ini ulama yang mengakui keberadaan maṣlaḥah mulghah 

adalah Najmuddīn al-Ṭūfī. Menurutnya, suatu masalah dapat ditetapkan 

hukumnya melalui maṣlaḥah mulghah. Jika maṣlaḥah mu‟tabarah bertentangan 

dengan maṣlaḥah mulghah, maka boleh meninggalkan maṣlaḥah mu‟tabarah 

dan mengedepankan maṣlaḥah mulghah.
88

 Pandapat Najmuddīn al-Ṭūfī tersebut 

juga diulas oleh Rahman.
89

 

Pendapat al-Ṭūfī berbeda dengan pendapat mayoritas ulama ini telah dipetakan 

dengan cukup baik oleh Muṣṭafā Zaid. Menurutnya, pendapat al-Ṭūfī berbeda 

dengan jumhur disebabkan karena empat hal: 1) Akal bebas menentukan 

kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam bidang muamalah dan adat. 

Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk menentukan sesuatu itu maṣlaḥah 

atau bukan, cukup digunakan nalar manusia tanpa harus disukung oleh nash. 

Pandangan ini berbeda dengan Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa 

sekalipun kemaslahatan dan kemafsadatan itu dapat dicapai oleh akal namun 

                                                             
86Amir Syarifuddin, Ushul..., hlm. 353: Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana 
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kemashlahatan itu harus mendapat dukungan dari nash dan ijma‘ baik bentuk, 

sifat maupun jenisnya. 2) Maṣlaḥah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan 

hukum.  

Oleh sebab itu untuk kehujjahan maṣlaḥah tidak diperlukan dalil pendukung 

karena mashlahah itu didasarkan pada pendapat akal semata. Kehujjahan tidak 

bergantung pada kesaksian atau maṣlaḥah nash. 3) Ruang lingkup maṣlaḥah 

terbatas pada persoalan muamalah duniawi dan adat kebiasaan. Muamalah 

dimaksudkan untuk memberikan kemashla hatan dan mamfaat kepada manusia. 

Oleh sebab itu manusialah yang lebih mengetahui kemashlahatannya. Atas dasar 

ini manusia harus berpegang pada mashlahah ketika bertentangan dengan 

nash.
90

 4) Maṣlaḥah merupakan dalil syara‘ yang terkuat. Maṣlaḥah bukan 

hanya merupakan hujjah semata ketika tidak terdapat dalam nash dan ijmak tapi 

juga harus didahulukan atas nash dan ijma‘ di saat terjadi pertentangan antara 

keduanya.
91

 

c. Maṣlaḥah mursalah ―يظهذخ انًغؿهخ‖ 

Maṣlaḥah mursalah yaitu suatu persoalan yang hukumnya didapat berdasarkan 

atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti 

tekstual.
92

 Bisa juga berarti kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syarak, 

tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.
93

 Contohnya, pembuatan rambu-

rambu lalu lintas, membuat jembatan, dan lain sebagainya. 
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Bertolak dari pembagian maṣlaḥah di atas, dapat dipahami bahwa keadaan 

adanya maṣlaḥah itu tidak selamanya sejalan dengan konteks dan tekstual dalil 

sebagaimana yang berlaku dalam jenis maṣlaḥah mulghah. Jenis maṣlaḥah ini 

tidak diakui di dalam pengambilan hukum-hukum syarat. Oleh sebab itu, jumhur 

ulama memandang maṣlaḥah mulghah tersebut tidak diakui keberadaannya dan 

tidak boleh menyandarkan maslahat kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. 

atas dasar itulah, maka maṣlaḥah dari sisi nilai kehujjahannya yang diakui 

dalam Islam hanya bentuk maṣlaḥah mu‟tabarah dan maṣlaḥah mursalah. 
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BAB III 

ANALISA FASAKH NIKAH DALAM TEORI 

MAṢLAḤAH IMĀM AL-GHAZĀLĪ 

A. Profil Imām al-Ghazālī 

Imām al-Ghazālī merupakan tokoh mazhab Syāfi‘ī. Pemikiran-pemikiran 

beliau tentang hukum, apalagi tasawwuf tidak kalah pamor dengan ulama-ulama 

lain dari satu mazhab, atau ulama mazhab lainnya. Keluasan ilmu yang ia miliki 

mengantarkannya pada ketokohan yang terkenal. Nama al-Ghazālī sudah tidak 

asing lagi di telinga kaum muslimin sebab keagungan dan keluasan ilmu yang ia 

miliki. Ia dikenal tidak hanya menguasi ilmu Islam dalam bidang fikih, tetapi 

juga kental dalam bidang akhlak, filsafat dan tasawwuf. Bahkan dalam beberapa 

karyanya yang monu-mental, disebutkan secara jelas kombinasi antara ilmu 

fikih sekaligus filsafat, akhlak dan tasawwuf di dalamnya. Imām al-Ghazālī 

memiliki nama lengkap yaitu Imām al-Jalīl Abū Ḥāmid Muḥammad bin 

Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Ṭūsī al-Ghazālī.
94

 Al-Syāmī 

menyebutkan nama Imām al-Ghazālī, Ḥujjah al-Islām Abū Ḥāmid al-Ghazālī, 

Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭūsī.
95

  

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian nama ―al-Ghazālī‖ 

tanpa tasydid dengan ―al-Ghazzālī‖ menggunakan tasydid pada huruf ―z‖. Imām 

al-Nawawī seperti dikutip al-Subkī menyebutkan bahwa nama ―al-Ghazzālī‖ 

memakai tasydid merupakan nama yang telah populer dikenal dan masyhur 

                                                             
94Tājuddīn Abī Naṣr Alī bin Abd al-Kāfī al-Subkī, Ṭabaqāt al-Syāfi’iyyah al-Kubrā, 
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digunakan.
96

 Sebutan yang biasa disematkan kepada beliau adalah ―Zainuddīn‖ 

atau ―Perhiasan Agama‖ dan ―Ḥujjah al-Islām‖ atau ―Bukti Kebenaran Agama 

Islam‖. Ibn Kaṡīr menyebutkan Imām al-Ghazālī adalah seorang pengikut 

Syāfi‘ī yang mengarang serta menyusun pendapat-pendapat yang terdapat dalam 

mazhab Syāfi‘ī. Ia dilahirkan di Ṭūs (sebagaimana dibelakang namanya 

disematkan nama ―al-Ṭūsī‖) salah satu kota di Khurasan (Persia) pada 

pertengahan abad kelima Hijriyah. Ia lahir pada tahun 450 H atau bertepatan 

pada tahun 1058, sementara meninggal di kota kelahirannya pada tanggal 14 

Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M, dengan begitu umur beliau 

lebih kurang 55 Tahun.
97

 

Dalam beberapa referensi, disebutkan bahwa Imām al-Ghazālī memiliki 

anak perempuan, dan ia juga pernah memiliki anak laki-laki yang bernama 

Ḥāmid dan atas dasar itu ia diberi gelar Abū Ḥāmid. Namun demikian, ada juga 

yang menyebutkan bahwa Imām al-Ghazālī tidak memiliki anak laki-laki. 

Penisbatan gelar atau kunyah Abū Ḥāmid adalah satu panggilan yang biasa 

diberikan kepada ulama dan masyarakat bangsa Arab waktu itu, sebagai bentuk 

kebanggaan dan penghormatan terhadap seorang ulama. Bahkan, penyebutkan 

kunyah telah diakui kebolehannya oleh para ulama. Di antara dalil kebolehan 

memberikan gelar atau kunyah adalah mengacu pada riwayat Bukhārī: 

ُ ػَ  ُّٙ طَهَّٗ اللََّّ ٌَ انَُّجِ ٍْ أََؾٍَ لَبلَ كَب َّبحِ ػَ ٍْ أثَِٙ انزَّٛ اعِسِ ػَ َٕ ثَُبَ ػَجْضُ انْ ضَّصٌ دَضَّ َـ ثََُب يُ ٍَ دَضَّ َـ ؿَهَّىَ أدَْ َٔ  ِّ ْٛ هَ

ْٛغٍ يَ انَُّبؽِ  ًَ ٌَ ئطَِا جَبءَ لَبلَ ٚبَ أثََب ػُ كَب َٔ ب  ًً جُُّ فطَِٛ ِـ ْٛغٍ لَبلَ أدَْ ًَ ٌَ نِٙ أرٌَ ٚمَُبلُ نَُّ أثَُٕ ػُ كَب َٔ ب فَؼَمَ سُهمًُب 

بؽِ انَّظِ٘  َـ ْٛزَُِب فََٛأيُْغُ ثِبنْجِ َٕ فِٙ ثَ ُْ َٔ لََحَ  ب دَؼَغَ انظَّ ًَ ِّ فغَُثَّ ٌَ ٚهَْؼَتُ ثِ ْٛغُ َغَُغٌ كَب رَذْزَُّ فَٛكُُْؾَُ انُُّغَ

َمَُٕوُ سَهْفَُّ فَٛظَُهِّٙ ثُِبَ َٔ ُْؼَخُ ثىَُّ َٚمُٕوُ  ُٚ َٔ
98

. 
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Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada 

kami Abdul Waris, dari Abu al-Tayyah, dari Anas dia berkata; Nabi Saw 

adalah sosok yang paling mulia akhlaknya, aku memiliki saudara yang 

bernama Abu Umair. Perawi mengatakan; aku mengira Anas juga 

berkata; 'Kala itu ia habis disapih. Dan apabila beliau datang, maka 

beliau akan bertanya: Hai Abu Umar, bagaimana kabar si nughair 

(burung pipitnya). Abu Umair memang senang bermain dengannya, dan 

ketika waktu shalat telah tiba, sedangkan beliau masih berada di rumah 

kami, maka beliau meminta dihamparkan tikar dengan menyapu 

bawahnya dan memercikinya, lalu kami berdiri di belakang beliau, dan 

beliau pun shalat mengimami kami. (HR. Bukhārī). 

Riwayat di atas disebutkan dalam bab memberi gelar kepada anak-anak yang 

belum memiliki keturunan. Menurut al-‗Ainī, bab tersebut merupakan dalil 

dibolehkannya memberikan kuniyah kepada anak-anak.
99

 Imām al-Nawawī 

dalam memberi komentar hadis yang serupa dalam riwayat Muslim 

menyebutkan Abū Umair dalam riwayat tersebut adalah Isḥāq bin Mirār. Ia 

bukanlah ayah dari Umair. Penyebutan tersebut sebagai bentuk ungkapan yang 

sering dinisbatkan kepada Isḥāq bin Mirār.
100

 Hal ini cenderung sama seperti 

penyebutkan kuniyah Imām al-Ghazālī dengan sebutan ―Abū Ḥāmid‖ 

sebelumnya, meskipun Imām al-Ghazālī sendiri tidak memiliki anak laki-laki 

yang bernama Ḥāmid. 

Ibn Qayyim juga menyebutkan kebolehan memberi nama anak dengan ―Abu 

Fulan‖ meskipun orang yang diberi gelar itu belum mempunyai anak atau belum 

menikah. Ibn Qayyim mendasarinya dengan riwayat hadis di atas. Ia juga 

menuturkan Anas diberi gelar (kuniyah) dengan nama ―Abu Hamzah‖ sebelum 

                                                             
99

Badruddīn Aḥmad al-‘Ainī, ‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 22, (Bairut: 
Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 332. 

100Riwayat Muslim dapat dilihat dalam, Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-
Nisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 887: Adapun komentar 
al-Nawawī tersebut dapat dilihat dalam, Syarf al-Nawawī, al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin 
al-Ḥajjāj, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2000), hlm. 1346. 
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ia dikaruniai seorang anak. Abu Hurairah juga diberi kuniyah dengan sebutan 

tersebut (maksudnya sebutan Abu Hurairah), padahal saat itu ia juga tidak atau 

belum mempunyai anak dan belum menikah.
101

 Atas dasar itu, cukup jelas 

bahwa gelar ―Abū Ḥāmid‖ bagi Imām al-Ghazālī adalah salah satu bentuk 

kebiasaan ulama dahulu dan ini bagian dari bentuk kebanggaan dan memuliakan 

seorang ulama. 

Masa hidup Imām al-Ghazālī berada dalam periode klasik (650-1250 M), 

namun sudah masuk ke dalam masa kemunduran atau jelasnya masa dis-

integrasi yaitu tahun 1000-1250 M. Kekuatan pemerintahan Islam yang ketika 

itu di bawah kekuatan Dinasti Abbasiyah sudah sangat lemah dan mundur 

karena terjadinya konflik-konflik internal yang berkepanjangan dan tak kunjung 

terselesaikan. Pada periode pertama Dinasti Abbasiyah sebenarnya banyak 

tantangan dan gangguan yang dihadapi Dinasti Abbasiyah. Keadaan tersebut 

kemudian berbeda dengan periode sesudahnya. Setelah periode pertama berlalu 

para khalifah sangat lemah. Mereka berada di bawah pengaruh kekuasaan yang 

lain.
102

 Masa-masa inilah Imām al-Ghazālī hidup sebagai seorang tokoh yang 

disegani. 

Imām al-Ghazālī pertama-tama belajar agama di kota Ṭūs. Imām al-

Ghazālī adalah seorang wara‟ yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. 

Pekerjaannnya ialah sebagai pemintal dan penjual wol. Pada waktu-waktu 

senggangnya, ia selalu mendatangi tokoh-tokoh agama dan para ahli fikih di 

berbagai majelis untuk mendengarkan nasihat. Sikap pengabdian Imām al-
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Ibn Qayyim dalam pendapatnya menyatakan: “membuat kuniyah sendiri 
merupakan salah satu bentuk kebanggaan dan penghormatan bagi orang yang diberi kuniyah”. 
Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Tuḥfah al-Maudūd bi Aḥkām al-Maulūd, (Terj: Mahfud Hidayat), 
Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 218-219. 

102Ahmad Zaini, “Pemikiran Tasawuf Imām al-Ghazālī”. Jurnal: “Esoterik Jurnal Akhlak 
dan Tasawuf”, Volume 2, Nomor 1, (2016), hlm. 149. 
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Ghazālī yang mengagumkan terhadap para tokoh agama dan ilmu pengetahuan. 

Ayahnya wafat ketika Imām al-Ghazālī dan saudara kandungnya, Aḥmad, masih 

dalam usia anak-anak.
103

 

Pengetahuan-pengetahuan yang ada di Ṭūs, agaknya tidak cukup 

memadai untuk membekali al-Ghazālī. Untuk itu, ia kemudian pergi ke 

Naisabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada 

zamannya. Di sini, ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti 

belajar tentang mazhab-mazhab fikih, ilmu kalam dan ushul, filsafat, logika, dan 

ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada Imām Abū al-Ma‘ālī al-Juwainī, seorang 

ahli teologi Asy‘ariah yang paling terkenal pada masa itu. Karena kecerdasan 

yang dimilikinya, semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. 

Bahkan, al-Ghazālī sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang ilmu 

fikih, yaitu Mankhul fī „Ilm al-Uṣūl. Kemudian setelah gurunya, al-Juwaini, 

wafat 478 H, al-Ghazālī pindah ke Mu‘askar dan berhubungan baik dengan 

Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Sultan Bani Saljuk, yang kemudian 

mengangkatnya menjadi guru besar di Perguruan Nizamiyah Baghdad. Pengang-

katannya ini juga didasarkan atas reputasi ilmiah al-Ghazālī yang begitu 

hebat.
104

 

Di Kota Baghdad ini, nama al-Ghazālī semakin populer, ḥalaqah 

(kelompok) pengajiannya semakin luas. Di kota ini pula ia mulai berpolemik 

terutama dengan golongan Bathiniyah Isma‘iliyah dan kaum filosof. Pada 

periode ini pula ia menderita krisis rohani sebagai akibat sikap kesangsiannya 

(al-syak), yang oleh orang Barat dikenal dengan skepticism, yaitu krisis yang 

menyangsikan terhadap semua ma‘rifah, baik yang bersifat empiris maupun 

                                                             
103Ismā’īl bin Umar Ibn Kaṡīr, Ṭabaqāt..., hlm. 510. 
104Ismā’īl bin Umar Ibn Kaṡīr, Ṭabaqāt..., hlm. 510-511: Lihat juga dalam, Ahmad Zaini, 

“Pemikiran..., hlm. 150. 
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rasional. Akibat krisis ini, ia menderita sakit selama enam bulan sehingga dokter 

kehabisan daya mengobatinya. Kemudian, ia meninggalkan semua jabatan yang 

disandangnya, seperti rektor dan guru besar di Baghdad, ia mengembara ke 

Damaskus. Di masjid Jami‘ Damaskus, ia mengisolasi diri („uzlah) untuk 

beribadah, kontemplasi, dan sufistik yang berlangsung selama dua tahun. Lalu 

pada tahun 490 H/1098 M, ia menuju Palestina berdoa di samping Kubur Nabi 

Ibrahim a.s. Kemudian, ia berangkat ke Mekkah dan Madinah untuk 

menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad Saw. 

Akhirnya, ia terlepas dari kegoncangan jiwa ini dengan jalan tasawuf.
105

 Sebagai 

seorang ulama besar, Imām al-Ghazālī memiliki banyak guru, di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Imām Ḥaramain al-Juwainī 

b. Aḥmad al-Rażaskī 

c. Abū Naṣr al-Ismailī 

d. Yūsuf al-Nassāj 

e. Abū Alī al-Faḍl bin Muḥammad bin Alī al-Farmadī 

Selain guru, Imām al-Ghazālī juga mempunyai banyak murid, di antaranya 

adalah: 

a. Imāduddīn al-Zankī 

b. Marwan bin Alī al-Tanzī 

c. Jamal al-Islām Abū Ḥasan Alī al-Sulamī 

d. Al-Ḥafīẓ Ibn Asākir 

e. Umar bin Sahl 

f. Aḥmad bin Yaḥyā 

                                                             
105Ahmad Zaini, “Pemikiran..., hlm. 150: Moch. Yasyakur, “Konsep Ilmu (Keislaman) al-

Ghazālī dalam Perkembangan Pendidikan Islam Masa Kini”. Jurnal: “Edukasi Islami Jurnal 
Pendidikan Islam”, Volume 03, (Juli 2014), hlm. 611-612. 
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g. Najmuddīn Abū Manṣūr Muḥammad al-Ṭūsī 

Buah karya Imām al-Ghazālī cukup banyak, meliputi bermacan bidang ilmu, 

dari fikih, tasawwuf, akhlak, akidah, hingga ushul fikih. Masing-masing kitab 

beliau dapat disarikan berikut ini: 

a. Kitab: Iḥyā‟ „Ulūm al-Dīn 

b. Kitab: Minhāj al-„Ābidīn 

c. Kitab: Fātiḥah al-„Ulūm 

d. Kitab: Bidāyah al-Hidāyah 

e. Kitab: Ayyuhā al-Walad 

f. Kitab: al-Mustaṣfā 

g. Kitab: Syifā‟ al-Ghalīl 

h. Kitab: al-Basīṭ, diringkas kembali menjadi al-Wasīṭ dan al-Wajīz 

i. Kitab: al-Tahāfuṡ al-Falāsifah 

j. Kitab: al-Wasīṭ fī al-Mażhab 

k. Kitab: al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‟ī.
106

 

Selain kitab yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi kitab-kitab Imām 

al-Ghazālī baik dalam bidang fikih dan juga lainnya. Secara khusus, kitab-kitab 

Imām al-Ghazālī yang dirujuk dalam penelitian ini dimuat dalam bidang fikih 

dan ushul fikih, di antaranya adalah al-Wasīṭ fī al-Mażhab, al-Wajīz fī Fiqh al-

Imām al-Syāfi‟ī, al-Mustaṣfā, dan Syifā‟ al-Ghalīl. Selain itu, kitab-kitab Imām 

al-Ghazālī yang dirujuk dalam bab ini akan terus berkembang sesuai dengan 

analisa penelitian. Pembahasan selanjutnya mengenai pendapat Imām al-Ghazālī 

tentang faktor pembolehan fasakh nikah dari suami terhadao isterinya atau 

                                                             
106Imām al-Ghazālī, Asrār al-Ḥajj, (Terj: Mujiburrahman), (Jakarta: Turos, 2017), hlm. 

279-280: Lihat juga dalam, Muhammad Nafi, Pendidik dalam Konsepsi Imām al-Ghazālī, 
(Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 12. 
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sebaliknya, kemudian di bagian akhir dijelaskan tentang tinjauan teori Maṣlaḥah 

Imām Al-Ghazālī terhadap hukum fasakh nikah. 

 

B. Pendapat Imām al-Ghazālī tentang Faktor Pembolehan Fasakh Nikah 

Fasakh nikah dalam konteks hukum Islam merupakan bagian dari hukum 

perceraian, dan serumpun dengan pembahasan perceraian karena talak dari 

suami, karena khulu‟ (talak tebus) dari isteri, dan pembahasan cerau karena li‟ān 

atau pemutusan nikah karena telah sempurnya proses tuduhan zina yang 

diajukan suami kepada isterinya. Hanya saja, fasakh nikah harus dibedakan dari 

beberapa macam bentuk perceraian tersebut, berikut dengan sebab-sebab yang 

melatarinya serta konsekuensi yang mengikutinya. 

Fasakh nikah dalam pandangan Imām al-Ghazālī dibolehkan. Hubungan 

pernikahan bisa saja putus melalui jalan fasakh. Pembahasan tentang fasakh 

nikah ini berbarengan dengan pembahasan khiyār, yaitu hak untuk melanjutkan 

atau memutuskan pernikahan. Imām al-Ghazālī menyebutkan ada empat sebab 

fasakh nikah yang dapat dilakukan melalui jalan khiyār, yaitu karena al-„uyūb 

(aib atau kecacatan), al-ghurūr (penipuan), al-„itqu (terbebas dari status 

perbudakan), dan „unnah (impoten).
107

 Keempat faktor ini menurut Imām al-

Ghazālī dapat menjadi jalan bagi seseroang memilih untuk menfasakh 

pernikahannya. 

1. Faktor ‘Uyūb “ ٌة ْٕ  ”ػُُٛ

Term „uyūb ― ٌة ْٕ  yang dipakai dalam istilah bahasa Arab ‖ػُُٛ

menunjukkan pada semua bentuk aib, penyakit, atau kecacatan, termasuk pula 

aib dalam kriteria abstrak, seperti aib sebab zina, aib sebab perilaku yang tidak 

                                                             
107Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ fī al-Mażhab, Juz’ 5, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), 

hlm. 158. 
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baik, dan yang aib lainnya. Al-Aṣfahānī dalam kitabnya: ―al-Mufradāt fī Gharīb 

al-Qur‟ān‖, istilah ― ٌة ْٕ  ‖ػٛت― atau ‖ػبة― atau dengan bentuk masdar ‖ػُُٛ

bermakna sesuatu yang membuat aib atau dapat mengurangi kedudukan.
108

 

Dengan begitu, makna aib di dalam pengertian yang umum mencakup semua 

aib, termasuk di dalamnya aib atau cacat. 

Secara khusus, makna „uyūb dalam kasus pernikahan adalah kecacatan di 

antara laki-laki dan perempuan yang bisa menjadi alasan untuk membatalkan 

akad nikah. Imām al-Ghazālī membuat kategorisasi „uyūb ke dalam tiga macam, 

yaitu aib yang kemungkinan terdapat pada laki-laki atau suami, aib yang 

kemungkinan ada pada isteri, dan aib yang kemungkinan ada pada keduanya, 

baik suami atau isteri. Komentarnya tentang hal tersebut dapat dipahami dari 

kutipan pendapat al-Ghazālī berikut: 

فٙ انًٕجت ٔ انؼٕٛة انًزفك ػهٗ ثجٕد انشٛبع ثٓب، سًـخ. اثُبٌ ٚشزض ثًٓب انُظغ الْٔل: 

انؼٔج، ْٕٔ انجت ٔ انؼُخ. ٔ اثُبٌ رشزض ثًٓب انًغأح، ْٕٔ انغرك ٔ انمغٌ. ٔ ثلَثخ يشزغكخ 

ثًُٛٓب، ْٕٔ انجغص...، ٔ انجظاو...، ٔ انجٌُٕ.
109
 

Bagian pertama tentang kewajiban yang harus ada dalam menetapkan 

khiyār ada lima. Dua hal yang berlaku khusus bagi suami, yaitu 

terpotong penis dan impoten. Dua hal yang berlaku khusus bagi wanita, 

yaitu vagina tersumbat daging, dan vagina tersumbat tulang. Sementara 

itu, tiga hal yang berlaku antara keduanya, yaitu kusta, lepra.., dan gila. 

Kutipan tersebut dipahami bahwa Imām al-Ghazālī membicarakan kondisi dan 

kemungkinan aib yang terjadi pada masing-masing suami isteri. Apabila aib 

ditemukan pada suami, maka si isteri dapat membatalkan atau manfasakh nikah 

melalui jalan khiyār, yaitu memilih untuk membatalkan pernikahan. Kondisi aib 

yang memungkinkan ada bagi pihak suami saja adalah terpotongnya penis 

                                                             
108Lihat di dalam, Al-Rāghib al-Aṣfahānī, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān, (terj: Ahmad 

Zaini Dahlan), Jilid 2, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), hlm. 814. 
109Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ..., Juz’ 5, hlm. 159. 
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 Sementara itu, kondisi aib yang .‖انؼُخ― atau karena impoten ‖انجت―

dimungkinkan ada di pihak isteri adalah tersumbatnya vagina, seperti karena 

terhalang oleh daging ―انغرك‖ atau tulang ―ٌانمغ‖. Sementara kemungkinan dapat 

terjadi bagi keduanya ialah kusta ―انجغص‖, lepra ―انجظاو‖, dan gila ―ٌُٕانج‖.  

Dalil dibolehkannya fasakh nikah sebab aib mengacu pada salah satu riwayat 

hadis berikut ini: 

ْٛشًب يِ  ْٚضٍ لَبلَ طَذِجْذُ شَ ٍُ ػَ ٛمُ ثْ ًِ ُّٙ أثَُٕ جَؼْفغٍَ لَبلَ أسَْجغَََِٙ جَ ؼََِ ًُ ٍُ يَبنكٍِ انْ ثََُب انْمَبؿِىُ ثْ ٍْ دَضَّ

ْٚضُ  ْٔ ػَ ٍُ ػَٚضٍْ أَ ُ كَبَذَْ نَُّ طُذْجَخٌ ٚمَُبلُ نَُّ كَؼْتُ ثْ َْظَبعِ طَكَغَ أَََّّ ِ الَْْ ٌَّ عَؿُٕلَ اللََّّ ٍُ كَؼْتٍ فَذَضَّثَُِٙ أَ ثْ

لَؼَضَ ػَ  َٔ ثَُّ  ْٕ ػَغَ ثَ َٔ َْٛٓب  ب صَسَمَ ػَهَ ًَّ ٍْ ثَُِٙ غِفَبعٍ فهََ جَ ايْغَأحًَ يِ َّٔ ؿَهَّىَ رؼََ َٔ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ هَٗ انْفغَِافِ طَهَّٗ اللََّّ

ٍْ انْفغَِافِ ثىَُّ لَبلَ  ْٛئبً أثَْظَغَ ثِكَشْذَِٓب ثَٛبَػًب فَبَْذَبػَ ػَ ب أرََبَْب شَ ًَّ نىَْ َٚأسُْظْ يِ َٔ ْٛكِ ثَِٛبثكَِ  سُظِ٘ ػَهَ
110

. 

Telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Malik Al Muzani, Abu 

Ja'far berkata; telah mengabarkan kepadaku Jamil bin Zaid berkata; saya 

menemani seorang guru dari Anshar, yang disebutkan bahwa dia adalah 

salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab, 

dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 

menikahi seorang perempuan Bani Ghiffar, ketika beliau menemuinya 

dan meletakkan bajunya serta duduk di atas tempat tidur, beliau melihat 

bagian badan perempuan tersebut di sekitar pinggul berwarna putih, 

maka beliau bangkit dari tempat tidur dan berkata; "Ambillah bajumu" 

dan beliau tidak mengambil apapun dari yang telah beliau berikan 

kepadanya‖. (HR. Ahmad). 

Dalil di atas merupakan pokoh kembalinya hukum fasakh nikah sebab aib. Pada 

sesi ini, Imām al-Ghazālī pada dasarnya tidak sedang mewajibkan orang (suami-

isteri) untuk memutuskan pernikahan dengan jalan fasakh, hanya saja ia 

memandang bagi seseorang yang ternyata pasangannya memiliki salah satu dari 

aib tersebut, maka ia dibolehkan menggunakan hak khiyār yang agama Islam 

telah memberikan legalitasnya. 

                                                             
110Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815. 
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2. Faktor Ghurūr “ ٌع ْٔ  ”غُغُ

Term ghurūr ― ٌع ْٔ  atau gharar dalam istilah bahasa Arab digunakan di dalam ‖غُغُ

konteks yang umum. Istilah tersebut dimaknai sebagai sesuatu yang tidak pasti 

atau disebut pula dengan ― ٌرضَْنِؾ‖ atau penipuan.
111

 Keumuman arti ghurūr ini 

dapat digunakan untuk sesuatu yang tidak pasti. Di dalam sistem akad 

muamalah Islam misalnya, relatif cukup familiar disebutkan istilah istilah 

gharar, yaitu satu unsur yang dapat merusak akad muamalah. Ia dimaknai 

sebagai sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Ghurūr bermakna segala 

sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian.
112

 Dalam konteks pernikahan, 

ghurūr dipahami sebagai satu ketidakpastian atau penipuan, seperti penipuat 

terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diajukan antara keduanya, sehingga 

akad nikah dapat dibatalkan. 

Pendapat Imām al-Ghazālī di sini cenderung diarahkan kepada syarat-syarat 

pernikahan. Penipuan atau ghurūr yang dimaksud olah Imām al-Ghazālī di sini 

adalah lebih kepada tidak terpenuhinya syarat yang diajukan oleh masing-

masing pasangan, termasuk pula dalam kasus yang diinginkan oleh salah 

satunya justru berbeda dengan kenyataan. Seperti, seorang laki-laki ingin 

menikahi wanita muslimah, ternyata perempuan tersebut non-muslim atau 

sebaliknya juga berlaku bagi wanita yang menikahi laki-laki yang disangka 

muslim justru orang bergama non-muslim. Sebab ghurūr ialah sesuatu yang 

                                                             
111Tadlis juga dimaknai sebagai sesuatu yang tidak pasti di dalam akad, atau 

sederhanya dipahami sebagai penipuan. Lihat di dalam, Abdul Manan, Peranan Hukum dalam 
Pembangunan Ekonomi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 169: 
Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 78: Abī al-
Ḥasan al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, (Terj: Khalifur-rahman Fath dan Fathurrahman), 
(Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426. 

112Hazeline Ayoeb, dkk, Forever Rich: Mengelola Uang Banyak Bertambah Banyak, 
(Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 164: Lihat juga, Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 
Investasi pasa Pasar Modal Syariah, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 
hlm. 30. 
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tidak sesuai dengan kenyataannya. Di antaranya seperti karena status ke-

Islaman, nasab, dan kemerdekaan di antara kedua pihak.
113

 Dalam kasus 

lainnya, Imām al-Ghazālī memberikan contoh seperti seseroang menikahkan 

laki-laki dengan seorang perempuan: ― ُخ ًَ هِ ْـ ًُ ِِ انْ جْزكَُ ْظَِ َّٔ  saya nikahkan engkau― ,‖ػَ

dengan wanita muslimah ini‖, di dalam redaksi semacam ini, apabila di 

kemudian hari diketahui justru wanita tersebut dari kitābiyyah,
114

 maka laki-laki 

itu dapat membatalkan pernikahannya.
115

 

Konteks ghurūr ini dalam kajian fikih diarahkan pada tidak terpenuhinya syarat 

kesepadanan (kufu‟). Dalam kasus-kasus tertentu, memang ada di antara 

pasangan yang mensyaratkan kesamaan agama, atau kebaikan akhlak, serta 

status nasabnya. Jika syarat kesepanan tersebut tidak diketahui dan tidak 

                                                             
113Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wajīz fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī, (Beirut: Dār al-

Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 290. 
114Imām al-Nawawī dalam kitabnya “al-Majmū’”, seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin, 

menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan ahl al-kitāb merupakan 
orang Yahudi dan Nasrani, selain dari dua agama tersebut tidak teremasuk ahl al-kitāb. Lihat 
dalam, Amir Syarifuddn, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2017), hlm. 134: Istilah yang relatif sering digunakan bagi Yahudi dan Nasrani 
adalah ahl al-kitāb “أهل الكتاب” atau disebut juga dengan kitābiyyah “كتابية”, yaitu orang-orang 
yang diberi kitab. Para ulama hanya mengakui dua agama (Nasrani dan Yahudi) sajalah yang 
masuk dalam kategori ahl al-kitāb, selebihnya tidak. Lihat, Ibn Qudāmah, al-Mughnī Syarḥ al-
Kabīr, Juz’ 7, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 501: Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, 
Mughnī al-Muḥtāj, Juz’ 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 306: Lihat pula, 
Muhammad Galib M, Ahl al-Kitāb: Makna dan Cakupannya dalam Alquran, (Yogyakarta: 
IRCiSoD, 2016), hlm. 39. 

Meski demikian, dalam beberapa kesempatan, ditemukan ada ulama yang 
memperluas makna ahl al-kitāb untuk orang beragama Majusi. Ini berdasarkan pendapat Ibn 
Ḥazm. Nāṣir bin ‘Abdullāh menyebutkan kaidah hukum pendapat Ibn Ḥazm yaitu hukum orang 
Yahudi, Nasrani dan Majusi memiliki kesamaan terhadap orang muslim/Islam, baik mengenai 
hal yang wajib, hal yang dibolehkan dan maupun yang dilarang. Lihat, Muḥammad al-Zamzamī, 
Mu’jam Fiqh Ibn Ḥazm Ẓāhirī, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2009), hlm. 131: Nāṣir bin 
‘Abdullāh, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ‘inda al-Imām Ibn Ḥazm min Khilāl Kitābih al-Muḥallā, 
(Mekkah: Ummul Qura, tt), hlm. 347: Ibn Ḥazm, al-Muḥallā, (Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān 
a-Busnadārī), Juz’ 9, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 17. 

115Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ..., Juz’ 5, hlm. 166. 
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terpenuhi saat sebelum akad nikah dilangsungkan, maka salah satu pasangan 

(suami atau isteri) dapat menfasakh nikahnya. 

3. Faktor ‘Itqun “ ٌػِزْك” 

Istilah ― ٌػِزْك‖ memiliki dua makna. Pertama, istilah tersebut berarti kuno, atau 

sesuatu yang sudah berlalu. Sesuatu yang sudah lama atau kuno disebutkan 

dengan istilah ― ٌْٛك  adalah gadis yang dibebaskan ‖ػِزْكٌ ― Makna kedua bahwa .‖ػَزِ

dari suaminya, sebab seorang wanita yang sudah menikah pada dasarnya 

menjadi budak suaminya.
116

 Dalam makna yang sederhana, ― ٌػِزْك‖ bermakna 

budak yang telah merdeka atau bebas.
117

 Di dalam sesi ini, yang dimaksudkan 

adalah wanita yang sudah dimerdekakan atau dibebaskan dari status budak. 

Status bebas sebagai faktor fasakh nikah terjadi di dalam kasus orang yang 

merdeka dapat menfasakh nikah dengan tuannya. Status bebas di sini sebetulnya 

masuk dalam faktor kedua di atas, sebab ada hubungannya dengan status 

merdeka. Hanya saja, Imām al-Ghazālī memilih al-„atiq sebagai salah satu 

bagian yang terpisah dengan ghurūr. Al-Ghazālī menyebutkan, jika seseorang 

terbebas dari status budak, maka ia boleh melakukan atau menggunakan hak 

khiyār yang ia miliki untuk kemudian membatalkan akad nikahnya dengan 

tuannya.
118

 Dengan begitu, seseroang yang sudah merdeka dapat menfasakh 

pernikahannya dengan tuannya, sebab kemerdekaannya itu menjadi salah satu 

legalitas dibernarkannya menggunakan hak khiyār dan membatalkan hubungan 

pernikahan. 

                                                             
116

Al-Rāghib al-Aṣfahānī, al-Mufradāt..., Jilid 2, hlm. 665-666: Lihat juga, Muhammad 
Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata, Jilid 1, (Jakarta: PSQ-Pusat Studi 
Alquran, 2009), hlm. 36-37. 

117Solihin Banyumin Ahmad, Kamus Induk Alquran, (Jakarta: Granada Investa Islami, 
2009), hlm. 259. 

118Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wajīz..., hlm. 291. 
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Faktor ketiga ini sebetulnya terjadi dalam konteks adanya perbudakan, dan saat 

awal-awal Islam, perbudakan masih banyak dilakukan. Rasulullah Saw, para 

sahabat memiliki banyak budak. Saat itu, orang-orang yang ingin terbebas dari 

tuannya biasanya harus lebih dulu dimerdekakan dari status budaknya. Budak di 

dalam konteks hukum Islam adalah hak milik dan statusnya sama dengan isteri 

dari tuannya. Tuan dapat menggauli budak sesukanya, sebab perbudakan pada 

saat itu belum dihapuskan.
119

 Oleh sebab itu, hukum tentang budak ini 

barangkali hampir dapat ditemukan di dalam literatur fikih klasik. 

4. Faktor ‘Unnah “ ٌػَُُّخ” 

Term ― ُانْْؼَُُّخ‖ secara bahasa berarti impotent atau lemah syahwat.
120

 Imām al-

Ghazālī memaknainya sebagai ― ِحِ انَُبشِغَحِ نلِْْنَخ َّٕ ؽٌ انْمُ ْٕ  ketidakmampuan di― ,‖ؿُمُ

dalam mengeluarkan alat (syahwat)‖.
121

 Dalam bahasan faktor fasakh akad 

nikah, impoten ini sebetulnya sudah masuk dalam kategori „uyūb sebelumnya. 

Hal ini telah disinggung oleh al-Rāfi‘ī, saat ia menjelaskan kembali pendapat 

                                                             
119Banyak sekali buku-buku, bila diperhatikan dan dipahami muatannya, maka 

ditemukan satu poin kesimpulan bahwa Islam sebenarnya datang untuk menghapuskan 
perbudakan. Praktik dan usaha pembebasan budak sebetulnya sudah dilakukan pada masa 
Rasulullah hingga sahabat, meskipun Rasul Saw dan sahabat nediri pada waktu itu memiliki 
budak sendiri. Tercatat bahwa Rasulullah Saw dalam perjalan hidupnya telah membebaskan 
atau memerdekakan budak yaitu 63 budak, kemudian Aisyah ra memerdekakan budak 
sebanyak 69 budak. Abu bakar juga banyak memerdekakan budak, tetapi tidak diketahui secara 
pasti hitungannya. Demikian dengan Abbas memerdekakan budak sejumlah 70 orang, Usman 
sebanyak 20 budak, Hakim bin Hazim 100 budak, Abdullah bin Umar memerdekakan budak 
sebanyak 1000 orang, dan Abdurahman bin Auf memerdekakan budak sebanyak 30.000 budak. 
Data historis ini mendukung bahwa Islam dalam asas kemanusiaan yang dibangunnya 
mengarah pada pembebasan manusia perbudakan. Data-data tersebut dapat dilihat dalam, 
Rāghib al-Sirjānī, Māżā Qaddam al-Muslimūn li al-‘Ālam, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2011), hlm. 112.  

120John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggris, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1992), hlm. 221. 

121Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ..., Juz’ 5, hlm. 178: Lihat juga dalam, Abū Ḥāmid al-
Ghazālī, al-Wasīṭ..., Juz’ 5, hlm. 178. 
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Imām al-Ghazālī di dalam kitabnya ―al-„Azīz Syarḥ al-Wajīz‖.
122

 Namun begitu, 

Imām al-Ghazālī menyebutkan ― ُانْْؼَُُّخ‖ tersebut menjadi salah satu dari 4 faktor 

fasakh nikah melalui jalan khiyār. Hanya saja, konsep ― ُانْْؼَُُّخ‖ pada sesi ini bisa 

juga berlaku bagi perempuan. Artinya, jika perempuan mengalami lemah 

syahwat, maka ditetapkan hak bagi suami untuk memilih memutuskan 

pernikahan dan begitu pula sebaliknya.
123

 

Selain empat faktor tersebut, Imām al-Ghazālī juga menambahkan fasakh nikah 

dapat dilakukan dengan beberapa sebab lainnya, yaitu:
124

 

a. Faktor suami tidak mampu menyediakan nafkah sebab miskin 

b. Faktor mafqūd (hilang) 

Dua faktor terakhir menurut Imām al-Ghazālī bisa menjadi alasan fasakh nikah. 

Kondisi suami yang miskin atau dalam istilah fikih disebut ― ٌبع َـ  ialah kondisi ‖ئػِْ

di mana suami tidak dapat memberikan nafkah bagi isterinya. Di satu sisi, 

kondisi semacam ini menimbulkan dua sisi hukum. Pertama, isteri boleh saja 

tidak menfasakh nikah suaminya, tetapi nafkah yang belum diberikan suami itu 

menjadi utang baginya, Kedua, jika isteri tidak rela dengan kondisi suaminya 

itu, maka ia berhak menggunakan hak khiyār-nya untuk menfasakh nikah 

suaminya.
125

 

                                                             
122Lihat, Abdulkarīm al-Rāfi’ī, al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz, Juz’ 8, (Beirut: Dār al-Kutb al-

‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 161: Kitab: “al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz” merupakan syarah dari kitab “al-
Wajīz” karya Imām al-Ghazālī. 

123Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ..., Juz’ 5, hlm. 178. 
124Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, (Kairo: Sidra, 2009), hlm. 328 
125Dalam kitab “Aḥkām al-Zawāj”, Sulaimān al-Asyqar telah mengulas pandangan 

ulama tentang nafkah suami fakir. Menurut mazhab Ḥanafī, suami fakir dibebaskan darinya 
kewajiban nafkah, hanya saja isteri boleh menetapkan utang bagi suaminya yang fakir, selama 
suaminya itu tidak mampu membiayai nafkah isteri. Menurut mazhab Mālikī, Syāfi’ī, dan 
Ḥanbalī, suami fakir juga dibebaskan atau tidak wajib memenuhi nafkah isteri selama dalam 
masa kefakiran dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda apakah nafkah tersebut 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa suami atau isteri berhak 

membatalkan (fasakh) nikah mereka apabila terdapat salah satu dari empat 

faktor di atas. Imām al-Ghazālī dalam posisinya sebagai ulama mazhab Syāfi‘ī 

pada sesi ini sebetulnya tidak sedang menetapkan hukum baru. Pendapat Imām 

al-Ghazālī tersebut di atas justru telah dikembangkan di dalam pendapat ulama-

ulama dari mazhab al-Syāfi‘ī lainnya. Hanya saja, yang berbeda adalah ia (Imām 

al-Ghazālī) cenderung lebih rigit dan luas mengulas masalah tersebut, termasuk 

di dalam hal ketersinggungan kebolehan menfasakh nikah dengan kemaslahatan 

(maṣlaḥah), dan pembahasannya secara tersendiri dikemukakan pada bagian 

akhir. 

C. Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī tentang Hukum Fasakh Nikah 

Perceraian dalam bentuk apapun, merupakan satu solusi yang boleh jadi sangat 

tepat diambil oleh masing-masing pasangan. Satu sisi, mempertahankan akad 

nikah bisa jadi akan membuat mendatangkan mudarat dan kerusakan yang besar 

                                                                                                                                                                   
menjadi utang suami atau tidak. Menurut mazhab Syāfi’ī dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak 
dipenuhi suami selama dalam masa fakirnya, itu menjadi utangnya yang harus ditutupi ketika ia 
sudah mampu. Sementara itu, menurut mazhab Mālikī kewajiban nafkah suami fakir (miskin 
dalam istilah yang digunakan Syāfi’ī dan Ḥanbalī) itu gugur dan tidak ada utang baginya. Umar 
Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: 
Tinta Medinam, 2015), hlm. 310: Dalam konteks yang lain, para ulama mazhab juga berbeda 
dalam soal konsekuensi dari suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, 
apakah isterinya dapat menggugat cerai atau tidak. Ibn Rusyd, salah seorang ulama mazhab 
Mālikī telah mengulas masalah ini dengan cukup baik. Ia mengungkapkan perspektif ulama 
dalam konteks nafkah suami fakir memang masih ditemukan perbedaan yang cukup signifikan, 
baik kewajiban suami hingga pada konsekuensi hukum ketika suami dalam keadaan fakir. 
Jelasnya, Imam Ḥanafī dan al-Ṡaurī memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan, 
artinya suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan khiyār (memilih) 
bagi isteri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. 
Sementara itu, menurut Imam Mālik, al-Syāfi’ī, Aḥmad, Abū Ṡūr, dan Abū ‘Ubaid, pernikahan 
keduanya dapat diceraikan. Artinya, isteri boleh saja meminta cerai suami atas dasar hukum 
khiyār (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat 
kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah. Lihat, Ibn 
Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, 
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94. 
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bagi suami-isteri. Di sisi yang lain melepaskan ikatan pernikahan justru bisa 

mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi keduanya. Dengan pertimbangan 

ini, maka jalan melepaskan ikatan pernkahan barangkali menjadi pilihan yang 

baik untuk dipilih. Imām al-Ghazālī menyebutkan bahwa perceraian hukumnya 

mubah, meskipun dalam posisinya yang mubah itu tetap ada kebencian dari 

Allah Swt.
126

 

Posisi perceraian melalui jalan fasakh nikah memang diakui legalitasnya dalam 

Alquran maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Imām al-Ghazālī di dalam 

mengurai pendapatnya tentang fasakh nikah di atas, memberikan komentar yang 

boleh jadi belum disinggung oleh ulama satu mazhab, bahkan berbeda mazhab. 

Kekhasan pendapat Imām al-Ghazālī dalam konteks ini adalah usahanya dalam 

memberikan komentar yang relatif cukup baik mengenai sisi-sisi maṣlaḥah yang 

digapai dari tujuan fasakh nikah itu sendiri. Di dalam kitabnya: ―al-Mustaṣfā‖ 

merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang ushul fikih, 

ia menyebutkan maṣlaḥah adalah menarik manfaat dan menolak mudarat. 

أيب انًظهذخ فٓٙ ػجبعح فٙ الْطم ػٍ جهت يُفؼخ أٔ صفغ يؼغح.
127
 

Adapun yang dimaksud dengan maṣlaḥah ialah satu pengibaratan 

tentang asal dari konsep menarik manfaat dan menolak mudarat. 

Definisi di atas agak mirip seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudāmah, bahwa 

maṣlaḥah adalah menarik manfaat atau menolak mudarat.
128

 Jadi, di dalam 

                                                             
126Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), hlm. 495. 
127Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā..., hlm. 328: Definisi tersebut juga diulas di 

dalam, Muḥammad Abd al-‘Āṭī Muḥammad Alī, al-Maqāṣid al-Syar’iyyah wa Aṣaruhā fī al-Fiqh 
al-Islāmī, (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 2007), hlm. 96: Aḥmad al-Raisūnī, Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-
Syarī’ah, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2014), hlm. 125-126: Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Siyāsah al-
Syar’iyyah, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110. 
Menurut al-Būṭī, maṣlaḥah di dalam makna istilah adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh 
Syari’ (Allah Swt: Penulis) bagi hamba-hambanya, dari pada menjaga agamanya, jiwa, akal, 
keturunan, ataupun hartanya. Lihat di dalam, Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-
Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1965), hlm. 23. 
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pemahaman Imām al-Ghazālī, maṣlaḥah adalah suatu sikap sekaligus tindakan 

di dalam mengambil kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dalam kaitan 

dengan fasakh nikah, juga memberikan komentar bahwa dibolehkannya fasakh 

nikah itu karena untuk mengangkat kemudaratan. Imām al-Ghazālī memasukkan 

bentuk maṣlaḥah yang ada pada hukum bolehnya fasakh nikah sebagai maṣāliḥ 

al-juz‟iyah,
129

 yaitu konsep maṣlaḥah yang bersifat partikular atau tertentu saja 

hanya untuk kasus fasakh nikah. Komentarnya tentang fasakh nikah tersebut 

dapat di lihat dalam kutipan berikut: 

أٚؼب يٓى، ٔ صفغ ؿجت انفـز صفغ انؼغع ػُٓب، ٔعػبٚخ جبَجًٓب، فٛؼبعػّ أٌ عػبٚخ جبَجّ 

انؼغع ػُّ ٔاجت.
130

 

Sebab fasakh adalah untuk mengangkat kemudaratan (kerusakan) 

dariinya (hubungan suami isteri), dan merawat/menjaga keduanya. 

Dengan begitu, maka mengambil langkah untuk merawat kehidupan 

keduanya juga dianggap penting, serta mengangkat kemudaratan itu 

adalah sesuatu yang diwajibkan. 

Komentarnya tentang hal ini juga ia muat dalam literaturnya yang lainnya 

seperti dapat dipahami dari kutipan berikut: 

.فلَ شك فٙ الزؼبء انًظهذخ انفـز، ٔلض جبػ انفـز ثبنجت ٔ انؼُخ، صفؼب نهؼغاع ػُٓب
131

 

Maka tidak diragukan lagi bahwa di dalam ketetapan fasakh nikah itu 

ada sisi maṣlaḥah. Dengan begitu, fasakh nikah dibolehkan sebab 

terpotong penis laki-laki dan sebab impotensi, sehingga hal tersebut 

menolak bagi adanya kerusakan darinya. 

                                                                                                                                                                   
128Lihat, Aḥmad al-Raisūnī, Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syāṭibī, (Madinah: 

al-Ma’had al-‘Alimī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), hlm. 256. 
129Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā..., hlm. 336. 
130Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā..., hlm. 336. 
131Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Syifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik 

al-Ta’līl, (Baghdad: Iḥyā’ al-Turāṡ al-Islāmī, 1971), hlm. 263. 
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Lebih spesifik lagi, sisi maṣlaḥah dari fasakh nikah ini adalah karena tidak 

dimungkinkannya suami isteri untuk melakukan hubungan senggama.
132

 Selain 

itu, sisi maṣlaḥah fasakh nikah adalah untuk tidak berlarut-larut dalam 

kerusakan dan mudarat. Tujuan penikahan yang seharusnya mampu untuk 

berketurunan dan dengan harapan hidup bahagia, justru tidak dapat dipenuhi 

ketika ada hal-hal lain di luar kendali suami isteri yang mengakibatkan tujuan 

nikah tersebut tidak dapat digapai.  

Kesimpulan Imām al-Ghazālī tentang teori maṣlaḥah atas hukum fasakh nikah 

ini cenderung beranjak pada pemahaman yang partikular, sehingga adanya sisi 

maṣlaḥah di dalam hukum fasakh nikah termasuk maṣāliḥ al-juz‟iyyah (satu 

kemaslahatan yang tertentu atau pertikular), khususnya untuk penghilangan 

unsur mudarat apabila pernikahan masih tetap dipertahankan, atau dalam bahasa 

yang ia pakai yaitu ―صفغ انؼغع‖. Bagi suami atau isteri yang terganggu atas 

adanya aib pasangannya, adanya penipuan, status bebas dari perbudakan, dan 

impoten, maka ia berhak dan boleh memilih untuk memutuskan (fasakh) 

pernikahannya melalui jalan khiyār. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Wasīṭ..., Juz’ 5, hlm. 178. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

Bab empat, merupakan bab penutup, yakni hasil ini dari analisa yang 

telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin 

yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin 

penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian khususnya mengacu pada 

pertanyaan yang telah diajukan sebelumya. Adapun saran dikemukakan dalam 

kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, 

maupun dalam hubungannya dengan tema penelitian. Masing-masing uraiannya 

dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini: 

 

A. Kesimpulan 

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan 

mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa 

kesimpulan dalam poin berikut: 

1. Menurut Imām al-Ghazālī, faktor-faktor pembolehan fasakh nikah dikaitkan 

dengan kebolehan suami atau isteri untuk menggunakan hak khiyār, yaitu hak 

untuk membatalkan pernikahan. Faktor fasakh nikah Imām al-Ghazālī yaitu 

ada enam sebab, yaitu: (1) Faktor ― ُة ْٕ  atau aib/cacat. Kondisi aib yang ‖انَْؼُُٛ

memungkinkan ada bagi pihak suami saja adalah terpotongnya penis ― ُّانَْجُت‖ 

atau karena impoten ― ُانَْؼَُُّخ‖. Sementara itu, kondisi aib yang dimungkinkan 

ada di pihak isteri adalah tersumbatnya vagina, seperti karena terhalang oleh 

daging ― ُرْك ٌُ ― atau tulang ‖انَْغِّ  Sementara kemungkinan dapat terjadi bagi .‖انَْمغََ
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keduanya ialah kusta ― ُانَْجغَْص‖, lepra ― ُانَْجُظَاو‖, dan gila ― ٌَ ْٕ  Faktor (2) .‖انَْجُُُ

عُ ― ْٔ  atau ‖انَْؼِزْكُ ― atau penipuan di dalam hal syarat-syarat nikah. (3) Faktor ‖انَْغُغُ

wanita sudah terbebas dari status budak. (4) Faktor ― ُانَْؼَُُّخ‖ atau impotensi baik 

impoten yang ada pada suami maupun pada isteri. (5) Faktor ― بعُ  َـ ػْ  atau ‖الَِْْ

suami yang miskin dan tidak mampu memberikan nafkah. (6) Faktor ― صٌ  ْٕ  ‖يَفْمُ

atau ― ُْٛت  atau hilang. Menurut Imām al-Ghazālī apabila faktor tersebut ada ‖انَْغَ

maka pihak suami atau isteri dapat memnfasakh pernikahannya. 

2. Imām al-Ghazālī memahami hukum fasakh nikah sebagai peristiwa yang di 

bolehkan, dan mengandung sisi maṣlaḥah. Teori maṣlaḥah pada fasakh nikah 

masuk ke dalam maṣlaḥah yang bersifat partikular dan tertentu saja, atau ia 

menyebutkannya dengan maṣāliḥ al-juz‟iyyah ― ُظَبنِخُ انَْجُؼْػَِّٛخ ًَ  Fasakh nikah .‖انَْ

dibolehkan dalam Islam sebab mengandung sisi kemaslahatan, mengangkat 

sisi mudarat dan kerusakan atau ― ِغَع  yang dapat timbul dari hubungan ‖صَفْغُ انؼَّ

suami-isteri. 

 

B. Saran-Saran 

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan 

sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat, dituntut untuk lebih memahami kembali tentang keadaan-

keadaan yang boleh jadi dialami laki-laki dan perempuan, seperti kondisi aib, 

dan lainnya, hal tersebut dapat dihindari sebab bisa memberi peluang satu 

pasangan menuntut untuk membatalkan pernikahan. 

2. Bagi pemerintah, perlu mempertimbangkan kembali tentang muatan materi 

peraturan perundang-undangan khususnya mengenai fasakh nikah. Sedapat 

mungkin, pemerintah mengadopsi beberapa produk fikih tentang faktor-
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faktor fasakh ini, hal ini dapat digunakan sebagai materi hukum Mahkamah 

Syar‘iyyah atau Pengadilan Agama. 

3. Bagi akademisi dan praktisi hukum Islam, maupun peneliti-peneliti hukum 

hendaknya mengkaji pemikiran-pemikiran ulama tentang fasakh nikah dalam 

kerangkan metode dan pendekatan yang berbeda, hal ini dilakukan agar dapat 

menambah literatur ke-Islaman, khususnya dalam khazanah hukum keluarga 

Islam. 
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